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ii RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda. Penyusunan 

laporan ini berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang 

mengacu pada RPJMD Kota Samarinda. 

Sebagai unsur staf yang membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan 

administratif, Sekretariat Daerah berkomitmen mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang inovatif, responsif, adaptif, berintegritas, dan akuntabel. 

Komitmen tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang terukur 

melalui indikator kinerja utama. 

Pada periode Renstra 2025-2029, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) 

sasaran, yaitu : 

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah, 

dengan indikator: 

 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen 

Pelaporan 

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota 

2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah, dengan indikator: 

 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan arah yang positif 

dan sejalan dengan target Renstra 2025–2029. Ke depan, Sekretariat Daerah akan 

terus melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan 

akuntabilitas, kualitas kebijakan, serta kepuasan masyarakat, sebagai bagian dari 

kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

berorientasi hasil. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas

dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar

penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah

ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf

(pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

(Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintsh (LKjIP)

Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan

bebas dari KKN;

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019
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2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda

tahun 2021-2026;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

12. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

13. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019
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14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Samarinda;

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tugas

pokok Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah membantu Walikota dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 untuk

menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan Program Kerja Sekretaris Daerah ;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

c. Pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada

urusan Pemerintahan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ;

e. Pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah ;

f. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah;

g. Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah ;

h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf ahli ; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan

fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut :
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda
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E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah

dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya

Manusia yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Kota Samarinda

diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi

dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkulitas dan mampu

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan

Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda per 31

Desember 2025 pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Per 31 Desember 2025

Jabatan

Jenis
Kelamin

Golongan Pendidikan

PNS P3K L P IV III II I P3K S2 S1
Diplo
ma

SLTA SLTP SD

Sekretaris Daerah 1 1 - 1 - - - 1 - - - - -

Asisten 3 3 - 3 - - - 3 - - - - -

Staf Ahli 1 1 - 1 - - - 1 - - - - -

Kepala Bagian 11 9 2 9 2 - - 11 - - - - -

Kepala Sub Bagian 1 1 - 1 - - 1 - - - -

Fungsional 28 10 26 13 5 23 10 3 35

Pelaksana 111 28 78 61 100 11 28 2 66 5 66

Paruh Waktu 117 65 52 117 2 73 2 34 2 4

Jumlah PNS &

P3K
311 183 128 19 126 11 155 24 174 7 100 2 4

Sumber :Bagian Umum Setda Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Samarinda

secara keseluruhan sebanyak 311(Tiga Ratus Sebelas) orang. 183 (Seratus
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Delapan Puluh Tiga) orang mayoritas pegawai adalah laki-laki dan pegawai

Perempuan sebanyak 128 (Seratus Delapan Puluh Delapan) orang. Presentase

pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini.

Grafik 1.1
Pengelompokan PNS & P3K, dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Jenis

Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di

bidangnya, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara terus menerus

berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun

kepangkatan. Berikut grafik pengelompokkan pegawai berdasarkan golongan:
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Grafik 1.2
Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan

Grafik 1.3
Pengelompokan PNS&P3K dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Pendidikan
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F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan

fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah

dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPR

bertanggung jawab kepada Kelapa Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi

Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam

pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas

pertanggungjawaban yang disampaikan.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda mendukung pencapaian visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu “Samarinda Maju untuk

Kaltim Maju” dengan mengampu misi ke-5 yakni, Mewujudkan tata kelola

pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel. Misi ini

diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang tertuang dalam

Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Samarinda dalam kurun waktu tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Samarinda

2. Belum optimalnya upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan

evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Samarinda

3. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal

untuk dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.

4. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian

yang berkualitas.
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H. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah

Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan

kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana

tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik,

namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan

Prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tahun 2025
No Uraian Banyaknya Satuan Keterangan

1. Gedung 7 Unit

2. Listrik 4 Jaringan

3. Air 4 Jaringan

4. Area Parkir 2 Area

5. Ruang Rapat 6 Ruang

6. Ruang Arsip 1 Ruang

7. Koperasi 1 Unit

8. Komputer 217 Unit

9. Printer 156 Unit

10. Meja 550 Unit

11. Kursi 787 Unit

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan saerah Kota

Samarinda, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam RENSTRA

Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan

strategis membutuhkan integrasi antara keterampilan sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan lingkungan

strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Dasar dalam penyusunan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah

Kota Samarinda Tagun 2025-2029 adalah Visi dan Misi yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”.
Sesuai dengan harapan “Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju” sebagai Visi

RPJMD Kota Samarinda tahun 2025 – 2029, ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan
daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yan unggul,

berbudaya, dan berdaya saing;

2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan Samarinda layak huni malalui stabilitas kamtibmas,

ketahanan sosial budaya dan ekologis;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang

integritas dan akuntabel.
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Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan

Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada
Tahun ke- Penanggung Jawab

2025 2026 2027 2028 2029

1 Meningkatnya
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Kinerja
Pemerintah
Daerah

Sasaran: Meningkatnya
Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Komponen
Pelaporan

11,75 12,16 13,05 13,56 14,55 Bagian Umum, Bagian
Perencanaan dan Keuangan,
Bagian Prokompim dan
Bagian Organisasi

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Kota

90,1 91,1 92,5 92,5 93,4

2 Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Pemerintah

Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK)

50 50 50 50 65 Bagian Tata Pemerintahan,
Bagian Kesra, Bagian
Hukum, Bagian Kerja
Sama, Bagian
Perekonomian, Bagian
Pembangunan, Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa,
Bagian SDA

Sumber : RENSTRA Setda Kota Samarinda Tahun 2025-2029
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Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya
Akuntabilitas dan
Transparansi
Kinerja Perangkat
Daerah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) (Nilai)

Meningkatnya
Kinerja dan
Kualitas
Pelayanan
Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Komponen
Pelaporan (Nilai)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Kota (Indeks)

Meningkatnya
Tata Kelola dan
Kinerja
Perangkat
Daerah

Indeks Kematangan
Organisasi (Indeks)

4.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Perangkat Daerah
(Nilai)

4.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
(Indeks)

4.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Presentase Capaian
Kinerja Program
Sekretariat Daerah
yang sesuai target

Jumlah Berita Acara
Hasil Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan
Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Berita Acara)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Data Statistik
Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah (Data)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah
(Dokumen)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun
(Dokumen)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)

4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

4.01.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)

4.01.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)

4.01.01.2.01.0007 -
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah
(Dokumen)

4.01.01.2.01.0008 -
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Data Statistik
Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah (Data)

4.01.01.2.01.0009 -
Pelaksanaan
Pengumpulan Data
Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Berita Acara
Hasil Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan
Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Berita Acara)

4.01.01.2.01.0010 -
Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu
dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun
(Dokumen)

4.01.01.2.01.0011 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD

Ketepatan Waktu
Penyusunan
Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
(Dokumen)

4.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)

4.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/bulan)

4.01.01.2.02 -
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/bulan)

4.01.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
(Dokumen)

4.01.01.2.02.0002 -
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)

4.01.01.2.02.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Indeks Kepuasan
Masyarkat (IKM)
Pelayanan Bagian
Umum

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD (Laporan)

4.01.01.2.03 -
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD (Laporan)

4.01.01.2.03.0005 -
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan Bagian
Umum

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan (Orang)

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Undangan (Orang) Daerah

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan (Paket)

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
(Orang)

4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan (Paket)

4.01.01.2.05.0002 -
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
(Orang)

4.01.01.2.05.0009 -
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan (Orang)

4.01.01.2.05.0010 -
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan (Orang)

4.01.01.2.05.0011 -
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Persentase
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Sekretariat Daerah yang Disediakan

(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
(Laporan)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
(Laporan)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang

4.01.01.2.06 -
Administrasi Umum
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Disediakan (Paket) Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06.0003 -
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06.0004 -
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
(Dokumen)

4.01.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
(Laporan)

4.01.01.2.06.0008 -
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan

4.01.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Konsultasi SKPD
(Laporan)

Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)

4.01.01.2.06.0010 -
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Persentase
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Aset Tak
Berwujud yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan
(Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0001 -
Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0002 -
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0005 -
Pengadaan Mebel

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0006 -
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan
(Unit)

4.01.01.2.07.0007 -
Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Unit Aset Tak
Berwujud yang
Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0008 -
Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

4.01.01.2.07.0010 -
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan Bagian
Umum

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

4.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
(Laporan)

4.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
(Laporan)

4.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

4.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

4.01.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

4.01.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
(Laporan)

4.01.01.2.08.0003 -
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
(Laporan)

4.01.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Persentase
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
Sekretariat Daerah

Jumlah Aset Tak
Berwujud yang
Dipelihara (Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Aset Tetap
Lainnya yang Dipelihara
(Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
(Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
(Unit)

4.01.01.2.09.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

4.01.01.2.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

4.01.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Aset Tetap
Lainnya yang Dipelihara
(Unit)

4.01.01.2.09.0007 -
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Aset Tak
Berwujud yang
Dipelihara (Unit)

4.01.01.2.09.0008 -
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang

4.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

4.01.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

"Ketepatan Waktu
Penyusunan
Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah
"

Jumlah Orang yang
Menerima Dana
Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
(Orang/Bulan)

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
(Orang/Bulan)

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical Check
Up Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
(Orang)

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Jumlah Paket Pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan
(Paket)

4.01.01.2.11 -
Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
(Orang/Bulan)

4.01.01.2.11.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan
(Paket)

4.01.01.2.11.0002 -
Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical Check
Up Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
(Orang)

4.01.01.2.11.0003 -
Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Dana
Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
(Orang/Bulan)

4.01.01.2.11.0004 -
Penyediaan Dana
Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Persentase
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan
(Paket)

4.01.01.2.12 - Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.12 - Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.12 - Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan
(Paket)

4.01.01.2.12.0001 -
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.12.0002 -
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang
Disediakan (Paket)

4.01.01.2.12.0003 -
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah

Nilai Evaluasi
Kelembagaan

Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
(Dokumen)

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi

Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
(Dokumen)

4.01.01.2.13.0001 -
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Persentase PD
yang mendapatkan
Hasil Evaluasi
AKIP >= 70 (BB)

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah (Dokumen)

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
(Dokumen)

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
(Dokumen)

4.01.01.2.13.0003 -
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah (Dokumen)

4.01.01.2.13.0005 -
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah

Persentase Unit
Kerja yang
mendapatkan
Indeks Kepuasan
Masyarakat >=
88.31 (Sangat
Baik)

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana (Dokumen)

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana
(Laporan)

4.01.01.2.13 - Penataan
Organisasi

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana
(Laporan)

4.01.01.2.13.0002 -
Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan

4.01.01.2.13.0004 -
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Tata Laksana (Dokumen) Tata Laksana

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan Bagian
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan
(Laporan)

4.01.01.2.14 -
Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan (Laporan)

4.01.01.2.14 -
Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan (Laporan)

4.01.01.2.14 -
Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan
(Laporan)

4.01.01.2.14.0001 -
Fasilitasi Keprotokolan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan (Laporan)

4.01.01.2.14.0002 -
Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan (Laporan)

4.01.01.2.14.0003 -
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Meningkatnya
Kualitas
Kebijakan
Pemerintah

Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) (Indeks)

Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
daerah bidang

Nilai Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD) (Nilai)

4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
pemerintahan
dan
kesejahteraan
rakyat

Persentase Tindak Lanjut
Kebijakan Urusan
Kesejahteraan Rakyat
Hasil Fasilitasi (%)

4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Indeks Reformasi Hukum
(Indeks)

4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Persentase Perjanjian
Kerja Sama yang
Mendukung Program
Prioritas Pembangunan
Daerah (%)

4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Persentase
Peningkatan
Capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah
(Dokumen)

4.01.02.2.01 -
Administrasi Tata
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil
Penataan Administrasi
Pemerintahan (Dokumen)

4.01.02.2.01 -
Administrasi Tata
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan (Dokumen)

4.01.02.2.01 -
Administrasi Tata
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil
Penataan Administrasi
Pemerintahan (Dokumen)

4.01.02.2.01.0001 -
Penataan Administrasi
Pemerintahan
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan (Dokumen)

4.01.02.2.01.0002 -
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah
(Dokumen)

4.01.02.2.01.0003 -
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

Persentase
Pelaksanaan
Kebijakan Urusan
Kesejahteraan
Rakyat yang di
fasilitasi

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
(Dokumen)

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang
Meliputi Urusan
Kepemudaan dan
Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
(Dokumen)

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
yang Meliputi Urusan
Sosial, Transmigrasi,
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk
dan KB (Dokumen)

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga
dalam Membangun Kerja
Sama antar-Keluarga,
Warga, dan Kelompok
Masyarakat (Keluarga)

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Pendidikan dan
Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya

4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Saing (Keluarga)

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
(Dokumen)

4.01.02.2.02.0001 -
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
yang Meliputi Urusan
Sosial, Transmigrasi,
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk
dan KB (Dokumen)

4.01.02.2.02.0002 -
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang
Meliputi Urusan
Kepemudaan dan
Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
(Dokumen)

4.01.02.2.02.0003 -
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga
dalam Membangun Kerja
Sama antar-Keluarga,
Warga, dan Kelompok
Masyarakat (Keluarga)

4.01.02.2.02.0004 -
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Membangun Kerja Sama
antar-Keluarga, Warga,
dan Kelompok
Masyarakat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Pendidikan dan
Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya
Saing (Keluarga)

4.01.02.2.02.0006 -
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Pendidikan
dan Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya
Saing

Persentase Produk
Hukum yang
difasilitasi dan
diharmonisasi

Jumlah Kasus yang
Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum (Kasus)

4.01.02.2.03 - Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Produk Hukum
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

4.01.02.2.03 - Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum

Jumlah Produk Hukum
dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang
Didokumentasi
(Dokumen)

4.01.02.2.03 - Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum

Jumlah Produk Hukum
Daerah yang Disusun
(Dokumen)

4.01.02.2.03.0001 -
Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah

Jumlah Kasus yang
Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum (Kasus)

4.01.02.2.03.0002 -
Fasilitasi Bantuan Hukum

Jumlah Produk Hukum
dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang
Didokumentasi
(Dokumen)

4.01.02.2.03.0003 -
Pendokumentasian
Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi
Hukum

Persentase
Efektivitas Kerja
Sama Daerah
dengan Formulasi:
Jumlah Kerja Sama
yang berjalan
efektif (tepat
output, waktu,
manfaat) / Jumlah
total kerja sama
yang ditanda
tangani X 100%

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri (Dokumen)

4.01.02.2.04 - Fasilitasi
Kerja Sama Daerah
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri (Dokumen)

4.01.02.2.04 - Fasilitasi
Kerja Sama Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama (Laporan)

4.01.02.2.04 - Fasilitasi
Kerja Sama Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri (Dokumen)

4.01.02.2.04.0001 -
Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri (Dokumen)

4.01.02.2.04.0002 -
Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri

Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama (Laporan)

4.01.02.2.04.0003 -
Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama

Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
daerah bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan

Tingkat Inflasi (%) 4.01.03 - PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Persentase Capaian
Target Program Prioritas
Pembangunan Daerah
(%)

4.01.03 - PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Indeks Tata Kelola
Pengadaan (Indeks)

4.01.03 - PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Persentase Tindaklanjut
Kebijakan Urusan
Sumber Daya Alam

4.01.03 - PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
(SDA) Hasil Fasilitasi
(%)

Persentase
Kegiatan Fasilitasi
Kebijakan Urusan
Perekonomian
yang
ditindaklanjuti

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pembentukan BLUD
(Dokumen)

4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
(Dokumen)

4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil (Dokumen)

4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian
(Laporan)

4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
(Dokumen)

4.01.03.2.01.0001 -
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian

4.01.03.2.01.0002 -
Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
(Laporan)

Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil (Dokumen)

4.01.03.2.01.0003 -
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pembentukan BLUD
(Dokumen)

4.01.03.2.01.0004 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pembentukan BLUD

Persentase
Realisasi Fisik
Yang Berkualitas

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan
Daerah (Dokumen)

4.01.03.2.02 -
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan (Laporan)

4.01.03.2.02 -
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan (Laporan)

4.01.03.2.02 -
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan
Daerah (Dokumen)

4.01.03.2.02.0001 -
Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan (Laporan)

4.01.03.2.02.0002 -
Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan (Laporan)

4.01.03.2.02.0003 -
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

Tingkat
Kematangan Unit
Kerja Pengadaan
Barang/Jasa
(UKPBJ)

Jumlah Dokumen Hasil
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(Dokumen)

4.01.03.2.03 -
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
(Dokumen)

4.01.03.2.03 -
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa (Orang)

4.01.03.2.03 -
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
(Dokumen)

4.01.03.2.03.0001 -
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(Dokumen)

4.01.03.2.03.0002 -
Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa (Orang)

4.01.03.2.03.0003 -
Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Persentase
Pelaksanaan
Kebijakan Urusan
Sumber Daya
Alam (SDA)

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Energi dan Air,
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan (Dokumen)

4.01.03.2.04 -
Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertambangan
dan Sumber Daya
Mineral, Lingkungan
Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik,
Persandian (Dokumen)

4.01.03.2.04 -
Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertanian,
Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan,
Perdagangan,
Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal,
Tenaga Kerja (Dokumen)

4.01.03.2.04 -
Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertanian,
Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan,
Perdagangan,
Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal,
Tenaga Kerja (Dokumen)

4.01.03.2.04.0001 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertambangan
dan Sumber Daya
Mineral, Lingkungan
Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik,
Persandian (Dokumen)

4.01.03.2.04.0002 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Energi dan Air,
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan (Dokumen)

4.01.03.2.04.0003 -
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air

Sumber: RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, dan

mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah, serta Lembaga Daerah, tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat

diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.

Secara garis besar, evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dianalisis melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Samarinda. Seiring dengan

ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) terbaru, terdapat penyesuaian dan perubahan pada IKU Tahun 2025 agar selaras dengan

arah kebijakan, sasaran strategis, serta prioritas pembangunan daerah yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan

keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan strategis dan pengukuran kinerja, sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah

dapat diukur secara lebih relevan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penjelasan lebih rinci mengenai perubahan dan capaian indikator

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No Tujuan
OPD

Indikator
Tujuan OPD

Sasaran
OPD

Indikator
Sasaran
OPD

Program
OPD

Indikator
Program

Satuan Penjelasan / Formulasi Penanggung Jawab

1 Terciptanya
Tatanan
Birokrasi
Yang
Transparan,
Akuntable,
Responsive,
Efektif

Nilai IKM (Indeks
Kepuasan
Masyarakat)

Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan OPD

Nilai IKM Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
/Kota

Nilai IKM Nilai 1. Bagian Perencanaan dan
Keuangan

2. Bagian Umum
3. Bagian Organisasi
4. Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan

Nilai Laporan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Daerah (LPPD)

Terwujudnya
Peningkatan
yang Efektif,
Efisien serta
Akuntabel
Dalam
Memfasilitasi
Fungsi
Walikota, Wakil
Walikota dan
Sekretaris
Daerah

Nilai LPPD Program
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat

Nilai LPPD Nilai Nilai Evaluasi LPPD ditentukan oleh Permendagri
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO SKOR KINERJA STATUS KINERJA

1 0.00 – 1.80 Sangat Rendah
2 1.81 – 2.60 Rendah
3 2.61 – 3.40 Sedang
4 3.41 – 4.20 Tinggi
5 4.21 – 5.00 Sangat Tinggi

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan

Masyarakat
3. Bagian Hukum
4. Bagian Kerja Sama

Program
Perekonomian
Pembangunan

Nilai Inflasi Nilai 1. BBagian Perekonomian
2. Bagian Pembangunan
3. Bagian Barang Jasa
4. Bagian SDA

Sumber : IKU 2025
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Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator
Sasaran

Satuan Dasar Hukum Definis Operasional Formulasi Sumber Data

1 Meningkatnya
Kinerja dan
Kualitas
Pelayanan
Pemerintah

Nilai Hasil
Evaluasi
Akuntabilit
as Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Komponen
Pelaporan

Nilai Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Nilai yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil
evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khusus
pada komponen pelaporan. Penilaian mencakup kelengkapan,
kualitas, dan konsistensi laporan kinerja sesuai ketentuan
dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi
dilakukan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana instansi
melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja.

Nilai Hasil Evaluasi
AKIP Pemerintah
Komponen
Pelaporan

LHE Kemenpan
RB

PermenPANRB Nomor
88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Perwali Nomor 11 Tahun
2024

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pemerintah
Kota

Indeks Nilai yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat
terhadapa pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Kota. Indeks dihitung
berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap aspek
kecepatan, ketepatan, kenyamanan,kemudahan dan kualitas
layanan sesuai ketentuan peraturan Menteri PANRB tentang
pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Nilai IKM Pemkot =
Jumlah Nilai IKM
Perangkat Daerah
atau Unit Kerja /
Jumlah Perangkat
Daerah

Aplikasi e-
KIANPUAS
Bagian

Organisasi

2 Meningkatnya
Kualitas
Kebijakan
Pemerintah

Indeks
Kualitas
Kebijakan
(IKK)

Indeks Nilai yang menggambarkan kualitas penyusunan kebijakan
pemerintah daerah berdasarkan kriteria partisipasi publik,
transparansi, berbasis data, efektivitas, dan dampak kebijakan.
Penilaian dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
melalui metode evaluasi kebijakan yang terstandar, dengan
tujuan meningkatkan mutu perumusan kebijakan daerah.

Nilai Hasil Evaluasi
Kebijakan

LHE LAN

Sumber : IKU 2025
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan telah diterbitkannya Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, kemudian Sekretariat Daerah Kota Samarinda

menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53

Tahun 2014. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain : untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur .

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 pada

awalnya disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku pada saat

penetapan (Perjanjian Kinerja murni), dengan mengacu pada Rencana Kinerja

Tahunan serta APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar

pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja selama tahun berjalan.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan program dan kegiatan serta

ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) terbaru, terdapat penyesuaian terhadap

arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja perangkat daerah. Untuk

menjaga konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka

menengah dan dokumen perencanaan tahunan, maka dilakukan perubahan

terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan

indikator dan target kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra

terbaru, sehingga pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah tetap relevan,

terukur, dan akuntabel. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda mendukung pencapaian

sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah.
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Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan OPD

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Nilai 88

Terwujudnya Peningkatan yang
Efektif, Efisien serta AKuntabel
dalam Memfasilitasi Fugsi
Walikota, wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah

Nilai Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)

Nilai 3.45

Angka Nilai Inflasi Daerah NIlai 3

Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Th. 2025

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Sasaran: Meningkatnya Kinerja
dan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Komponen
Pelaporan

Nilai 11.75

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pemerintah Kota Indeks 90.1

Meningkatnya Kualitas Kebijakan
Pemerintah

Indeks Kualitas Kebijakan
(IKK) Indeks 50

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Th.2025

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Samarinda melaksanakan

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 141.389.763.276,- dengan rincian Belanja

Operasi Rp. 110.255.372.748,- dan Belanja Modal Rp. 31.134.390.528,-. Adapun

realisasi anggaran sebesar Rp. 129.971.719.739,- dengan rincian Belanja Operasi

Rp.101.042.698.740,- dan Belanja Modal Rp.28.929.020.999,-.
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2. Target Belanja Setda Kota Samarinda Tahun 2025
Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Tahun 2025

No Sasaran Strategis/
Program

Pagu Anggaran
(Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

%

1
Program Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

97.666.336.346 88.045.763.225 90.15

2
Program Pemerintahan
dan Kesejahteraan
Rakyat

39.347.273.351 37.928.479.814 96.39

3 Program Perekonomian
dan Pembangunan

4.376.153.579 3.997.476.700 91.36

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2025
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah

Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku pelaksanaaan administratif

pemerintahanan Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Samarinda

yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah

dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN
SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda 4

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
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Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2024

N0 Komponen yang
dinilai

Nilai Tahun Peningkatan/Penurunan
capaian 2021-20232021 2022 2023 2024

1. Perencanaan Kinerja 49,25 19,37 21,50 22,5 +1

2 Pengukuran Kinerja 14,50 14,45 14,50 20,5 +6

3 Pelaporan Kinerja 7,20 8,05 7,75 11,75 -4

4 Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal

9,50 10,00 12,50 18,5
+6

Nilai Hasil Evaluasi AKIP 49,25 51,87 56,25 73,25 +17

Kategori Penilaian C CC CC BB

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Samarinda

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda
Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas

implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat

dilihat penjelasannya pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No. Rekomendasi Tindak Lanjut / Rencana Aksi Sudah /
Belum

Perencanaan Kinerja
1 Kualitas rumusan hasil

(tujuan/sasaran) belum
sepenuhnya menggambarkan
kondisi kinerja yang akan dicapai

Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran)
sepenuhnya menggambarkan kondisi
kinerja yang akan dicapai Sudah

2 Aktivitas yang dilaksanakan belum
mendukung kinerja triwulan yang
ingin dicapai

Aktivitas yang dilaksanakan mendukung
kinerja triwulan yang ingin dicapai Sudah

3 Rencana aksi kinerja berjalan
dinamis karena capaian kinerja
belum dipantau secara berkala

Rencana aksi kinerja berjalan dinamis
karena capaian kinerja dipantau secara
berkala

Sudah

4 Terdapat
perbaikan/penyempurnaan
dokumen perencanaan kinerja
yang ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya
dalam mewujudkan kondisi yang
lebih baik

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
dokumen perencanaan kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya dalam mewujudkan
kondisi yang lebih baik

Sudah

Pengukuran Kinerja
1 Data kinerja yang dikumpulkan

belum relevan dan mendukung
Data kinerja yang dikumpulkan relevan
dan mendukung untuk mengukur capaian Sudah
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untuk mengukur capaian kinerja
yang diharapkan

kinerja yang diharapkan

2 Setiap unit dan sub unit
memahami dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja

Setiap unit dan sub unit memahami dan
peduli atas hasil pengukuran kinerja Sudah

Pelaporan Kinerja
1 Dokumen Laporan kinerja

menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi
kinerja di level Provinsi/Nasional

Dokumen Laporan kinerja menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional Sudah

2 Penyajian informasi dalam
Laporan kinerja belum menjadi
kepedulian seluruh pegawai

Penyajian informasi dalam kinerja menjadi
kepedulian seluruh pegawai Sudah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal

1 Evaluasi akuntabilitas kinerja
belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh sumber daya manusia (SDM)
yang memadai

Evaluasi akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh sumber daya manusia
(SDM) yang memadai Sudah

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melakukan hal-hal yang patut

dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kinerjanya. Hal rutin dimaksud berkaitan

dengan SAKIP yakni Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara rutin juga melaksanakan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimulai dari Rancangan Awal (Ranwal) hingga

Rancangan Akhir (Ranhir) RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda, hal ini

sesuai dengan tahapan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah yang

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sumber : data diolah.

Tabel 3.4
Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sumber: data diolah.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk

mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sesuai dengan

PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No Sasaran Indikator Satuan Target
Tahunan Realisasi %

1 Meningkatnya Kinerja dan
Pelayanan OPD Nilai IKM Nilai 88 88,29 100,33

2

Terwujudnya Peningkatan yang
efektif, efisien serta akuntabel
dalam memfasilitasi fungsi
Walikota, Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah

Nilai LPPD Nilai 3,45 3,45 100

Angka
Nilai Inflasi
Daerah

Nilai 3 1,50 100

No Sasaran Indikator Satuan Target
Tahunan Realisassi %

1 Meningkatnya Kinerja
dan Kualitas
Pelayanan
Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Komponen
Pelaporan

Nilai 11.75 11.08 94.30

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Kota

Indeks 90.1 91.2 101.22

2 Meningkatnya
Kualitas Kebijakan
Pemerintah

Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK)

Indeks 50 85.10 170.2
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama yang

tertuang pada dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda 2025 - 2029

yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025

- 2029 maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki dua sasaran yaitu 1.
“Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah” dan 2.
“Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah”. Dengan sasaran capaian

program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan

target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun

sebelumnya sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
%

Capaian
1 2 3 4 5 6

1.
Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Komponen Pelaporan

Nilai 11.75 11.08 94.30

2. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pemerintah Kota Indeks 90.1 91.2 101.22

3. Indeks Kualitas Kebijakan
(IKK) Indeks 50 85.10 170.2

Sumber : Data diolah
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2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sumber : Data diolah

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan
Target RPJMD/Renstra

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra

No. Indikator Kinerja Satuan
Target Akhir
RPJMD /
RENSTRA

Realisasi
Tingkat
Capaian
Target

1 2 3 4 5 6
1 Nilai Hasil Evaluasi

Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Komponen
Pelaporan

Nilai 14.75 11.08 94.30

2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Kota

Indeks 95.5 91.2 101.22

3. Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) Indeks 65 85.10 170.2

Sumber : Data diolah

No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi

2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6

1

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Komponen
Pelaporan

Nilai 10.71 10.76 11.16 11.08

2
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemerintah Kota

Indeks 87.00 87.01 89.07 91.2

3. Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) Indeks N/A 13.77 13.77 85.10



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

55

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Dalam rangka menilai posisi capaian kinerja daerah secara objektif, perlu

dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar

nasional yang berlaku pada masing-masing indikator. Namun demikian, tidak

seluruh indikator memiliki standar nasional dalam bentuk angka baku yang dapat

dibandingkan secara langsung.

Pada indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Komponen Pelaporan, pengukuran mengacu pada sistem evaluasi nasional

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Penilaian AKIP pada dasarnya menggunakan kategori nilai (CC,

B, BB, A, AA) berdasarkan akumulasi seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja,

bukan menetapkan standar angka minimal pada masing-masing komponen secara

terpisah. Dengan demikian, tidak terdapat standar nasional berupa angka baku

khusus untuk komponen pelaporan yang dapat dijadikan pembanding langsung.

Capaian sebesar 11,08 menunjukkan kualitas pelaporan yang telah memenuhi

kaidah sistem akuntabilitas kinerja, meskipun masih memerlukan penguatan untuk

mencapai nilai optimal pada evaluasi secara keseluruhan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengukuran mengacu

pada pedoman nasional yang ditetapkan melalui Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam pedoman tersebut telah ditetapkan klasifikasi mutu pelayanan secara

nasional, di mana nilai 88,31–100 termasuk dalam kategori A (Sangat Baik). Dengan

realisasi sebesar 91,2, capaian IKM Tahun 2025 berada dalam kategori “Sangat

Baik” dan telah memenuhi bahkan melampaui standar mutu pelayanan publik secara

nasional. Oleh karena itu, indikator ini dapat dibandingkan secara langsung dengan

standar nasional yang berlaku.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), pengukuran

dilakukan menggunakan pendekatan indeks dengan skala nilai 0–100 untuk menilai

kualitas proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Secara nasional, tidak terdapat

ketentuan angka minimal yang bersifat wajib sebagai standar universal. Penilaian

umumnya bersifat komparatif dan interpretatif, di mana nilai di atas 80 secara umum

dikategorikan sangat baik dalam praktik tata kelola kebijakan. Dengan realisasi

sebesar 85,10, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan daerah
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telah berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan kematangan proses

perumusan kebijakan.

Secara keseluruhan, dari tiga indikator kinerja utama tersebut, hanya Indeks

Kepuasan Masyarakat yang memiliki standar nasional kuantitatif yang secara

eksplisit dapat dijadikan pembanding langsung. Sementara itu, indikator AKIP dan

IKK menggunakan pendekatan evaluatif dan kategorikal yang lebih menekankan

pada peningkatan kualitas dan benchmarking antar instansi. Meskipun demikian,

capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja daerah telah berada pada tingkat

yang baik dan kompetitif dalam kerangka tata kelola pemerintahan secara nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Akan Dilakukan

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Komponen Pelaporan memiliki target 11.75 dengan realisasi 11.08

(94.30%). hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator ini berada sedikit di

bawah target yang ditetapkan, dengan selisih 0,67 poin. Persentase capaian

sebesar 94,30% menunjukkan bahwa kualitas pelaporan kinerja telah

dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Meskipun

belum mencapai target 100%, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang baik

dan berada pada kategori tinggi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota memiliki

target 90.1 dengan realisasi 91.2 (101.22%). Hal ini menunjukkan bahwa

pencapaian yang baik dengan realisasi IKM melampaui target sebesar 1,1 poin

dengan persentase capaian 101,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah telah memenuhi

bahkan melampaui ekspektasi masyarakat.Pencapaian ini mencerminkan

peningkatan standar pelayanan, perbaikan mekanisme pengaduan dan respons

layanan serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan perangkat

daerah. Capaian di atas 100% mengindisikan efektivitas strategi peningkatan

kualitas pelayanan yang telah diterapkan selama Tahun 2025

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memiliki target 50 dengan

realisasi 85.10 (170.2%), capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025
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menunjukkan performa yang sangat optimal. Realisasi sebesar 85,10 dari target

50 mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola kebijakan daerah,

baik dari sisi proses maupun kualitas substansi. Keberhasilan ini menjadi

fondasi penting dalam mendukung terwujudnya kebijakan daerah yang adaptif,

responsif, dan berorientasi pada hasil.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel 3.5, indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan menunjukkan bahwa pada

tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Tahun

2024 (11,16 menjadi 11,08). Secara persentase, penurunan ini relatif kecil dan

tidak menunjukkan penurunan yang signifikan secara substansial.Penurunan

tipis ini dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam evaluasi, seperti

pendalaman kualitas narasi analisis kinerja, konsistensi data dukung, atau

penyempurnaan sistem pengukuran yang semakin ketat.

Secara tren jangka menengah, nilai AKIP menunjukkan peningkatan dari

10,71 (2022) menjadi 11,08 (2025). Artinya, secara kumulatif terjadi kenaikan

sebesar 0,37 poin dalam empat tahun terakhir.Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terdapat sedikit fluktuasi tahunan, kualitas akuntabilitas kinerja

secara umum berada dalam tren meningkat dan relatif stabil. Sistem pelaporan

kinerja dapat dikategorikan telah memasuki fase konsolidasi dan pemantapan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025

menunjukkan peningkatan sebesar 2,13 poin dibandingkan Tahun 2024. Ini

merupakan kenaikan yang cukup signifikan dalam satu tahun

anggaran.Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas

pelayanan publik yang lebih nyata dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari

sisi standar pelayanan, kecepatan layanan, kemudahan prosedur, maupun

kepuasan pengguna layanan.

Dalam kurun empat tahun terakhir, IKM meningkat dari 87,00 menjadi

91,2, atau naik sebesar 4,2 poin. Tren ini menunjukkan peningkatan yang

konsisten dan progresif setiap tahunnya, tanpa adanya penurunan.Hal ini

mengindikasikan bahwa reformasi pelayanan publik berjalan secara
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berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh

masyarakat. Indikator ini menjadi salah satu capaian yang menunjukkan

performa paling stabil dan meningkat secara konsisten.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2025 menunjukkan

lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024, dengan kenaikan

sebesar 71,33 poin (dari 13,77 menjadi 85,10).Perubahan drastis ini

menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam tata kelola kebijakan

daerah. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan penguatan proses

perumusan kebijakan berbasis data, peningkatan koordinasi dan harmonisasi

digital, penyempurnaan metodologi penilaian kualitas kebijakan dan integrasi

kebijakan dengan dokumen perencanaan strategis terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir pada fase awal (2023–2024), nilai IKK

stagnan di angka 13,77, yang mengindikasikan bahwa sistem pengukuran dan

kualitas kebijakan masih dalam tahap awal pengembangan. Tahun 2025

menjadi titik balik (turning point) dengan peningkatan yang sangat

signifikan.Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan capaian, tetapi

juga mencerminkan adanya kematangan sistem, peningkatan kapasitas

aparatur, serta perbaikan siklus kebijakan yang lebih komprehensif

(perencanaan–pelaksanaan–evaluasi).

Secara keseluruhan, periode 2022–2025 memperlihatkan tren kinerja

yang progresif, dengan penguatan pada aspek akuntabilitas, pelayanan publik,

dan kualitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja

dan tata kelola pemerintahan semakin efektif dan terarah menuju peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

RPJMD Kota Samarinda

Dari tabel 3.6 dapat dilhat pada indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan target akhir

RPJMD/Renstra 14,75 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 11,08. Secara

nominal, realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir

RPJMD/Renstra dengan selisih sebesar 3,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa
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masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja agar dapat

mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, tingkat capaian sebesar 94,30% menunjukkan bahwa

kinerja pada komponen ini telah berada pada jalur yang cukup baik dan

mendekati ekspektasi perencanaan. Dengan tren peningkatan dalam beberapa

tahun terakhir, terdapat peluang yang realistis untuk mencapai target akhir

apabila dilakukan penguatan pada aspek Konsistensi keterkaitan perencanaan

dan penganggaran, Pendalaman analisis capaian dalam laporan kinerja, dan

Optimalisasi tindak lanjut atas hasil evaluasi internal dan eksternal. Indikator ini

dapat dikategorikan sebagai progresif namun belum optimal, sehingga

memerlukan strategi akselerasi pada periode berikutnya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target akhir RPJMD/Renstra

95,5 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 91,2 menunjukkan bahwa secara

nominal masih terdapat selisih 4,3 poin dari target akhir 95,5. Namun demikian,

tingkat capaian tahunan sebesar 101,22% mengindikasikan bahwa target

kinerja Tahun 2025 telah terlampaui.Hal ini menunjukkan bahwa secara

bertahap organisasi bergerak menuju target akhir RPJMD/Renstra. Dengan tren

peningkatan yang konsisten selama empat tahun terakhir, indikator ini berada

dalam posisi yang sangat baik untuk mencapai target jangka menengah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi faktor

utama keberhasilan ini, termasuk perbaikan standar pelayanan, transparansi

prosedur, serta peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.Indikator

ini dapat dikategorikan sebagai on track dan progresif, dengan prospek

pencapaian target akhir yang cukup kuat apabila tren peningkatan dapat

dipertahankan.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) target akhir RPJMD/Renstra 65

dengan realisasi tahun 2025 yaitu 85,10 menunjukkan capaian yang sangat

signifikan. Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD/Renstra

sebesar 20,10 poin. Persentase capaian sebesar 170,2% mengindikasikan

bahwa kinerja telah jauh melebihi ekspektasi perencanaan jangka menengah.

Capaian ini mencerminkan adanya transformasi mendasar dalam proses

perumusan, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan daerah. Penguatan analisis

kebijakan berbasis data, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta
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integrasi kebijakan dengan dokumen perencanaan strategis menjadi faktor

pendorong utama.Indikator ini dapat dikategorikan sebagai sangat optimal dan

melampaui ekspektasi jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa

sebagian besar indikator strategis berada dalam kondisi progresif bahkan

melampaui target jangka menengah. Hal ini mencerminkan efektivitas

pelaksanaan Renstra serta semakin matangnya sistem manajemen kinerja dan

tata kelola pemerintahan daerah.

4) Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Pendukung:

 Komitmen pimpinan dalam penguatan implementasi SAKIP.
 Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan.
 Pendampingan dan evaluasi internal secara berkala.

Penghambat:
 Belum seragamnya pemahaman perangkat daerah terhadap kualitas narasi

kinerja.
 Fokus pelaporan masih cenderung administratif dibandingkan analisis hasil

dan dampak.
 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota
Pendukung:

 Peningkatan standar pelayanan dan kejelasan prosedur layanan.
 Optimalisasi fungsi koordinasi Sekretariat Daerah dalam pelayanan lintas

perangkat daerah.
 Pemanfaatan mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat.

Penghambat:
 Masih terdapat variasi kualitas pelayanan antar unit pelayanan.
 Beban kerja aparatur pada periode tertentu berdampak pada kecepatan

layanan.
 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Pendukung:

 Penguatan fungsi koordinasi dan asistensi kebijakan oleh Sekretariat Daerah.
 Peningkatan kualitas perencanaan kebijakan berbasis data dan analisis.
 Kolaborasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan strategis.

Penghambat:
 Pada tahun-tahun sebelumnya, belum optimalnya pemahaman metodologi

penilaian IKK.
Keterbatasan SDM analis kebijakan di beberapa perangkat daerah.

5) Permasalahan

 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
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 Kualitas pelaporan belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan antara
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

 Analisis kinerja dalam laporan masih bersifat deskriptif dan belum berbasis
evaluasi mendalam.

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota
 Konsistensi kualitas pelayanan belum sepenuhnya merata di seluruh unit

kerja.
 Pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan layanan belum

optimal.

 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
 Keberlanjutan kualitas kebijakan masih sangat bergantung pada kapasitas

SDM.
 Belum seluruh kebijakan disertai evaluasi kebijakan yang sistematis.

6) Solusi dan Upaya

 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
 Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP melalui bimbingan teknis

lanjutan.
 Penguatan reviu internal sebelum laporan disampaikan ke evaluator eksternal.
 Penajaman analisis outcome dan dampak dalam dokumen pelaporan kinerja.

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota
 Penguatan tindak lanjut hasil survei IKM dalam perbaikan pelayanan.
 Standarisasi pelayanan lintas unit kerja.
 Monitoring berkala terhadap unit dengan nilai IKM relatif rendah.

 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
 Penguatan peran analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
 Penyusunan pedoman evaluasi kebijakan secara terintegrasi.
 Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dalam perumusan kebijakan

strategis.
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6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No. Sasaran
Indikator
Kinerja

Capaian
Kinerja

Penyerapan
Anggaran

Tingkat
Efisiensi

(≥100%)
1 2 3 4 5 6

1 Sasaran: Meningkatnya

Kinerja dan Kualitas

Pelayanan Pemerintah

Nilai Hasil
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Komponen
Pelaporan

94,30 90,15 Efisien

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pemerintah
Kota

101,22 Efisien

3 Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Pemerintah

Indeks
Kualitas
Kebijakan
(IKK)

170,2 95,88 Efisien

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 3.7, capaian kinerja pada masing-masing indikator

menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui

target yang ditetapkan. Kondisi tersebut didukung oleh tingkat penyerapan anggaran

yang berada di bawah 100%.

Capaian kinerja yang optimal dengan realisasi anggaran yang tidak terserap

secara penuh menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal

ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah direncanakan

serta diimplementasikan secara efektif, sehingga target kinerja dapat dicapai tanpa

memerlukan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

Dengan demikian, terdapat keselarasan antara perencanaan, penganggaran,

dan pelaksanaan kegiatan, yang mencerminkan efektivitas dalam alokasi sumber

daya serta pengendalian anggaran yang baik. Kondisi ini menjadi indikator positif

dalam mendukung akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi secara

berkelanjutan.
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7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan

Tabel 3.9
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2025

No. Program Prioritas
Anggaran

Pagu Realisasi %

1. Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kab/Kota 97.666.336.346 88.045.763.225 90.15

2. Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat 39.347.273.351 37.928.479.814 96.39

3. Program Perekonomian dan
Pembangunan 4.376.153.579 3.997.476.700 91.36

Sumber : Laporan E-dalev Triwuln 4 Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

64

D. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian
(%) Pagu Realisasi Capaian

(%)
1 Meningkatnya

Kinerja dan
Kualitas Pelayanan
Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Komponen Pelaporan

11.75 11.08 94.30 97.666.336.346 88.045.763.225 90.15

Nilai IKM Pemkot = Jumlah
Nilai IKM Perangkat Daerah
atau Unit Kerja / Jumlah
Perangkat Daerah

90,1 91.2 101.22

2 Meningkatnya
Kualitas Kebijakan
Pemerintah

Indeks Kualitas Kebijakan
(IKK)

50 85.10 170.2 43.723.426.930 41.925.956.514 95.88
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2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV

Program Kegiatan / Sub
Kegiatan

Anggaran (Rp) Target
Kinerja

Satuan Realisasi
Kinerja
Triwulan

IV

Capaian
Kinerja
(%)

Realisasi
Anggaran (Rp)

Capaian
Realisasi
Anggaran

(%)

Ket

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN

PEMERINTAHAN
DAERAH

KABUPATEN / KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

382.355.100 80 % 80 100 348.353.100 91,11

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

183.046.000 4 Dokumen 4 100 151.396.000 82,71

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

51.289.100 2 Laporan 2 100 50.489.100 98,44

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

44.375.000 4 Laporan 4 100 43.943.000 99,03

Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik

19.750.000 4 Dokumen 4 100 19.430.000 99,38
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Sektoral Daerah

Pelaksanaan
Pengumpulan
DatabStatistik Sektoral
Daerah

19.750.000 2 Data 2 100 19.715.000 99,82

Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang
Urusan Yang Diampu
Dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

44.375.000 2 Berita
Acara

2 100 44.060.000 99,29

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD

19.750.000 1 Dokumen 1 100 19.320.000 97,82

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

35.667.127.666 100 % 100 100 33.694.722.603 94,47

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

29.988.913.639 196 Orang 196 100 28.051.060.575 93,54

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

5.925.000.000 12 Dokumen 12 100 5.528.242.018 99,79
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

138.243.137 2 Laporan 2 100 115.420.010 83,49

Administrasi Barang Milik 0 67,38 Indeks 67,38 100 0 0

Sub Kegiatan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

0 10 Laporan 10 100 0 0

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

37.500.000 67,38 Indeks 67,38 100 37.000.000 98,67

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

32.000.000 5 Paket 5 100 31.500.000 98,44

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

0 9 Orang 9 100 0 0

Sub Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan

0 10 Orang 10 100 0 0
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Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

5.500.000 25 Orang 25 100 5.500.000 100

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

10.982.178.432 51,5 % 51,5 100 8.437.425.446 76,83

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor

490.316.500 45 Paket 45 100 419.208.681 85,50

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

1.240.210.200 65 Paket 60 92,31 557.152.899 44,92

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

734.489.874 70 Paket 65 92,86 365.786.006 49,80

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

2.944.338.000 30.000 Paket 25.000 83,33 2.873.253.018 97,58

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

448.820.000 50 Paket 48 96 312.611.372 69,65

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

0 10 Dokumen 0 0 0 0

Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.614.530.000 4 Laporan 4 100 1.418.199.714 87,84
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Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

3.509.473.858 500 Laporan 450 90 2.491.213.756 70,99

Penatausahaan Arsip
Dinamis

0 1 Laporan 0 0 0 0

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

8.027.362.924 51,5 % 51,5 100 6.481.875.055 80,75

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

6.245.680.000 24 Unit 22 91,67 5.692.072.005 91,14

Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel

253.300.000 4 Unit 4 100 209.475.000 82,70

Sub Kegaiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

1.084.237.924 62 Unit 50 80,64 394.746.250 36,41

Sub Kegiatan Pengadaan
Aset Tetap Lainnya

143.900.000 3 Unit 3 100 98.958.000 68,77

Sub Kegiatan Pengadaan
Aset Tak Berwujud

0 2 Unit 1 50 0

Sub Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

0 1 Unit 0 0 0

Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel

300.245.000 1 Unit 1 100 86.623.800 28,85

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

18.943.215.400 67,38 Indeks 67,38 100 18.186.049.967 96,00
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Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

0 1 Laporan 1 100 0 0

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

3.574.444.900 62 Laporan 62 100 3.295.324.421 92,19

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

6.590.930.000 65 Laporan 60 92,31 6.299.550.850 95,58

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

8.777.840.500 40 Laporan 40 100 8.591.174.696 97,87

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

9.304.013.364 51,5 % 51,5 100 7.661.886.628 82,26

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

1.322.500.000 85 Unit 70 82,35 1.041.678.208 78,17
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

1.204.000.000 16 Unit 10 62,5 847.587.215 70,40

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

723.620.000 10 Unit 9 90 595.522.470 82,30

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

251.508.000 1 Unit 1 100 112.676.431 44,80

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

0 1 Unit 0 0 0 0

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

4.932.396.386 3 Unit 3 100 4.526.952.792 91,78

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

869.988.978 3 Unit 2 66,67 537.469512 61,78

Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

3.013.456.650 100 % 100 100 2.246.331.643 74,54
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Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

667.553.950 2 Orang/Bula
n

2 100 224.791.493 33,67

Penyediaan Pakaian Dinas
dan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

442.385.000 6 Paket 6 100 379.420.150 85,77

Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

103.000.000 4 Orang 4 100 0 0

Penyediaan Dana
Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

1.800.517.700 2 Orang /
Bulan

2 100 1.642.120.000 91,20

Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

2.434.976.048 51,5 % 51,5 100 2.103.577.450 86,39

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

731.088.048 12 Paket 12 100 709.422.300 97,04

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

551.373.000 12 Paket 12 100 525.913.500 95,38
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Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah

1.152.515.000 12 Paket 12 100 868.241.650 75,33

Penataan Organisasi 835.567.762 73,28 Nilai 73,28 100 828.415.334 99,14

97,50 % 97,50

87,50 % 87,50

Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

386.512.402 1 Dokumen 1 100 380.102.652 98,34

Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

142.560.000 1 Laporan 1 100 142.294.000 99,81

Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

61.274.482 1 Dokumen 1 100 61.197.212 99,87

Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

41.044.000 1 Dokumen 1 100 40.962.600 99,80

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

204.176.878 1 Dokumen 1 100 203.858.870 99,84

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

8.028.561.000 50,5 Indeks 50,5 100 8.020.125.999 99,89



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

74

Fasilitasi Keprotokolan 3.090.000.000 12 Laporan 12 100 3.087.702.000 99,93

Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

3.290.000.000 12 Laporan 12 100 3.289.920.000 100

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

1.648.561.000 12 Laporan 12 100 1.642.503.999 99,63

PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Administrasi Tata
Pemerintahan

1.860.430.736 0,57 % 0,57 100 1.472.165.986 79,13

Penataan Administrasi
Pemerintahan

273.984.736 1 Dokumen 1 100 166.148.446 60,64

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

1.511.721.000 1 Dokumen 1 100 1.267.327.540 83,83

Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

74.725.000 1 Dokumen 1 100 38.690.000 51,78

Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

10.453.482.614 N/A N/A 100 9.651.332.354 92,33

Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

8.077.135.380 8 Dokumen 8 100 7.300.049.626 90,38

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi dan Capaian
Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial

1.019.249.500 4 Dokumen 4 100 1.006.449.000 98,74
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Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi dan Capaian
Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat

1.220.470.862 3 Dokumen 3 100 1.212.057.062 99,31

Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Membangun Kerja Sama
antar-Keluarga, Warga,
dan Kelompok Masyarakat

77.228.000 50 Keluarga 50 100 74.483.596 96,45

Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Pendidikan
dan Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing

59.389.872 50 Keluarga 50 100 58.293.070 98,14

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

24.076.339.394 80,3 % 80,3 100 24.044.231.012 99,87

Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah

239.049.430 500 Dokumen 651 130,2 234.391.443 98,05

Fasilitasi Bantuan Hukum 23.719.888.214 24 Kasus 24 79,17 23.692.657.819 99,89
Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

117.401.750 500 Dokumen 641 128,2 117.181.750 99,81
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Fasilitasi Kerjasama
Daerah

2.957.020.607 74,42 % 74,42 100 2.760.750.462 93,36

Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

2.065.077.734 24 Dokumen 24 100 1.891.455.037 91,59

Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri

703.008.973 1 Dokumen 1 100 689.523.625 98,08

Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama

188.933.900 4 Laporan 4 100 179.771.800 95,15

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

1.217.083.205 93 % 93 100 1.196.304.112 98,29

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMN dan BLUD

159.422.058 2 Dokumen 2 100 156.497.348 98,17

Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian

760.767.747 5 Laporan 5 100 755.812.964 99,35

Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil

220.570.900 2 Dokumen 2 100 208.511.300 94,53

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pembentukan BLUD

76.322.500 2 Dokumen 2 100 75.482.500 98,90

Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

1.186.852.560 95 % 95 100 1.366.310.564 86,87
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Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

205.279.342 4 Dokumen 4 100 246.759.844 83,19

Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan

605.628.250 4 Laporan 4 100 534.442.748 88,25

Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

513.922.470 12 Laporan 12 100 447.130.470 87,00

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

1.548.714.940 91 % 91 100 1.398.676.033 90,31

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

766.281.000 2 Dokumen 2 100 688.374.013 89,83

Pengelolaan Layanan
Pengadaan secara
Elektronik

341.967.000 2 Dokumen 2 100 317.229.620 92,77

Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan
Jasa

440.466.940 37 Orang 37 100 393.072.400 89,24

Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

244.044.870 80 % 80 100 215.643.995 88,36

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan

50.961.500 4 Dokumen 4 100 50.961.500 100
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Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

32.065.875 4 Dokumen 4 100 32.065.000 100

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air

161.017.495 4 Dokumen 4 100 132.617.495 82,36
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E. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
Tabel 3.12

Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024: 73,25

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Normalisasi
Capaian PK

(1)

Koreksi
Normalisasi
Capaian PK
berdasarkan
Predikat AKIP

(2)

Nilai Akhir
Capaian PK (3)
(1) X (100% - (2))

Nilai
SAKIP

1

Meningkatnya
Kinerja dan
Kualitas
Pelayanan
Pemerintah

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Komponen Pelaporan

11,75 11,08 94,30% 94,30% 10% 84,87% 73,25

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pemerintah Kota 90,1 91,2 101,22% 101,22% 10% 91,10%

2

Meningkatnya
Kualitas
Kebijakan
Pemerintah

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 50 85,1 170,20% 110% 10% 99,00%

Total Capaian PK (4) 274,97%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) 91,66%

Predikat PKO (6) Baik
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BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota

Samarinda Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota

Samarinda Tahun 2025-2029 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja

sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukan oleh

Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja

utama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat

Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai

dengan perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja

menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas

kinerja, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan

efisien.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah

Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen terhadap prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
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LAMPIRAN







Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda

ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN (Rp.)

Nilai Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Komponen Pelaporan

11,75 Nilai 11,08   Nilai 94,30     

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Pemerintah Kota

90,1 Indeks 91,2      Indeks 101,22   

Program Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
39.347.273.351        37.928.479.814           96,39         

Program Perekonomian dan

Pembangunan
           4.376.153.579 3.997.476.700              91,35         

141.389.763.276  129.971.719.739     121,91 91,92       

90,15         

Samarinda, 13 Oktober 2025

Hero Mardanus Satyawan

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Triwulan IV

Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET REALISASI

Rp (%)

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas

Pelayanan Pemerintah

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota

Meningkatnya Kualitas Kebijakan

Pemerintah

Indeks Kualitas Kebijakan

(IKK)
50 85,10   

K (%)

170,20   

97.666.336.346        88.045.763.225           

KINERJA

Indeks Indeks

KINERJA 



4 
 
 

                                                                                                      LAMPIRAN  

  KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR: 000.1/158/HK-KS/XII/2025 
TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA  

TAHUN 2025-2029 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029 

No Sasaran Indikator 
Sasaran 

Satuan Dasar Hukum Definisi Operasional Formulasi Sumber 
Data 

1 Meningkatnya 
Kinerja dan 

Kualitas 

Pelayanan 
Pemerintah 

Nilai Hasil 
Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

(AKIP) 

Komponen 

Pelaporan 

 
 

 

 
 

 

 

Nilai 

Peraturan Presiden Nilai yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan 
hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), khusus pada komponen 
pelaporan. Penilaian mencakup kelengkapan, 

kualitas, dan konsistensi laporan kinerja sesuai 

ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 

2021. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk 
mengukur sejauh mana instansi melaksanakan 

prinsip akuntabilitas kinerja 

Nilai Hasil LHE 

Nomor 29 Tahun 2014 Evaluasi AKIP KemenpanRB 
tentang Sistem Pemerintah 

pada 
 

Akuntabilitas Kinerja Komponen  
Instansi Pemerintah Pelaporan  
(SAKIP)   

PermenPANRB Nomor 
88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

  

  

  Perwali Nomor 11 

Tahun 2024 

  

 

 
 
 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

Pemerintah Kota 

 

 
 
 

Indeks 

  

 
 

Nilai yang mencerminkan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
diberikan oleh perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota. Indeks dihitung berdasarkan 

survei persepsi masyarakat terhadap aspek 
kecepatan, ketepatan, kenyamanan, kemudahan, 

dan kualitas layanan sesuai ketentuan Peraturan 

Menteri PANRB tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat. 
 

 

 

 
 

Nilai IKM 

Pemkot 
= Jumlah 

Nilai IKM 

Perangkat 
Daerah atau 

Unit Kerja / 

Jumlah 

Perangkat 
Daerah 

 

 
 

Aplikasi 

e-KIANPUAS 
Bagian Organisasi 



Indeks 











Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

4 1                 141.389.763.276             14.725.023.317            35.253.635.005          25.478.103.264           54.514.958.153            129.971.719.739 271,139,520,850 99.33 86.44

4 1 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

                   97.666.336.346             14.193.185.667            23.091.577.252          20.446.663.002           30.314.337.304              88.045.763.225 178,858,257,877 93.12 82.66

4 1 1 Nilai Hasil Evaluasi 73,25 NILAI 0 0 0 73.25 73.25 100 -

4 1 1
Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM)

88,29 
INDEKS

0 0 0 88.29 88.29 100 -

4 1 1
Indeks Kematangan 
Organisasi

42,58 
INDEKS

0 0 0 42.58 42.58 100 -

4 1 1 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

                          382.335.100                       59.476.500                      40.476.500                    70.651.600                  177.748.500                      348.353.100 766,427,901 100 91.03

4 1 1 2.01
Presentase Capaian Kinerja 
Program Sekretariat Daerah 
yang sesuai target

80% 0 0 0 80 80 100

4 1 1 2.01 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

                          183.046.000 PAD                       11.974.000 PAD                         5.916.000 PAD                    30.688.000 PAD                  102.818.000                      151.396.000 388,223,200 100 82.7

4 1 1 2.01 1
Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

4 Dokumen 1

sarana 
dan 
prasar
ana 
tersedi
a

keterlamba
tan 
pengumpul
an data

1

Tersedianya 
data dalam 
pembuatan 
dokumen

- 1

Dukungan 
sarana 
dan 
prasaran
a

Koordinasi 
antarbagian 
atau 
antarperangkat 
daerah belum 
optimal,jadwal 
yang padat dan 
bersamaan 
dengan kegiatan 
perencanaan 
lainnya dan 
Keterbatasan 
sumber daya 
manusia 
perencana

1

Dukung
an 
pimpina
n, tim 
penyus
un 
solid, 
data 
tersedia
, serta 
koordin
asi 
lintas 
bidang 
berjalan 
lancar.

Keterbatasa
n/penundaa
n anggaran 
(proses 
SP2D) dan 
keterlambat
an masukan 
atau data 
dari unit 
terkait.

4 100

Keterbatasan/penu
ndaan anggaran 
(proses SP2D) dan 
keterlambatan 
masukan atau data 
dari unit terkait.

4 1 1 2.01 10

Pelaksanaan Forum Perangkat 
Daerah Berdasarkan Bidang Urusan 
yang Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

                             44.375.000 PAD                       10.844.500 PAD                      12.560.500 PAD                       1.500.000 PAD                     19.155.000                        44.060.000 43,760,000 100 98.61

4 1 1 2.01 10

Jumlah Berita Acara Hasil 
Forum Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang Urusan 
yang Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

2 Berita 
Acara

0 -

kegiatan 
masih 
dalam 
proses

1 - - 0

Dukungan 
kebijakan 
yang kuat 
dari 
pimpinan 
dan 
arahan 
yang jelas

Keterbatasan 
kompetensi 
SDM yang tidak 
sebanding 
dengan beban 
kerja

1

Dukung
an 
pimpina
n, 
koordin
asi 
lintas 
OPD 
berjalan 
baik, 
serta 
kesiapa
n 
bahan/
data 
pembah
asan.

Penyesuaia
n jadwal 
dan 
keterbatasa
n waktu, 
serta 
perlunya 
penyelaras
an 
data/usulan 
dari 
beberapa 
OPD.

2 100

Penyesuaian jadwal 
dan keterbatasan 
waktu, serta 
perlunya 
penyelarasan 
data/usulan dari 
beberapa OPD.

4 1 1 2.01 11
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Urusan Selain Renstra PD dan Renja 
PD

                             19.750.000 PAD                          8.165.000 PAD                         3.200.000 0 PAD                        7.955.000                        19.320.000 19,320,000 100 97.82

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

SEKRETARIAT DAERAH

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.01 11

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan Selain 
Renstra PD dan Renja PD yang 
disusun

1 Dokumen 0 -

kegiatan 
masih 
dalam 
proses

0 -
Kegiatan 
masih 
berjalan

1

Dukung
an 
pimpina
n, 
koordin
asi 
internal
/OPD 
berjalan 
baik, 
serta 
keterse
diaan 
data 
dan 
pedoma
n 
penyus
unan.

Perubahan/
penyesuaia
n kebijakan 
dan 
keterlambat
an 
kelengkapa
n 
data/bahan 
dari unit 
terkait.

1 100

Perubahan/penyesu
aian kebijakan dan 
keterlambatan 
kelengkapan 
data/bahan dari 
unit terkait.

4 1 1 2.01 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

                             51.289.100 PAD                       10.931.500 PAD                         6.035.000                    14.703.600 PAD                     18.819.000                        50.489.100 163,662,201 100 98.44

4 1 1 2.01 6

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 1

Sarana 
dan 
prasar
ana 
terpen
uhi

Keterlamba
tan 
pengumpul
an data dari 
bagian-
bagian

0 - - 1

Penyus
unan 
laporan 
Triwulan 
IV dapat 
diselesa
ikan 
tepat 
waktu 
karena 
didukun
g 
perenca
naan 
dan 
jadwal 
kerja 
yang 
jelas, 
koordin
asi aktif 
dengan 
unit/bid
ang 
terkait, 
serta 
keterse
diaan 
data 
dan 
dokume
n 
penduk
ung 
yang 
lengkap
. Proses 

Terdapat 
kendala 
berupa 
penyesuaia
n dan 
pembaruan 
data dari 
beberapa 
unit pada 
tahap akhir, 
sehingga 
diperlukan 
verifikasi 
dan 
perbaikan 
berulang. 
Namun, 
kendala 
dapat 
diatasi 
melalui 
koordinasi 
intensif 
sehingga 
laporan 
Triwulan IV 
tetap 
selesai 
sesuai 
target

2 100

Terdapat kendala 
berupa 
penyesuaian dan 
pembaruan data 
dari beberapa unit 
pada tahap akhir, 
sehingga diperlukan 
verifikasi dan 
perbaikan berulang. 
Namun, kendala 
dapat diatasi 
melalui koordinasi 
intensif sehingga 
laporan Triwulan IV 
tetap selesai sesuai 
target

4 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              44.375.000 PAD                          8.986.500 PAD                         4.635.500 PAD                    16.560.000 PAD                     13.761.000                        43.943.000 112,314,000 100 99.03



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.01 7
Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

4 Laporan 1
Tersedi
anya 
data

Keterlamba
tan 
pengumpul
an data dari 
bagian-
bagian

1 - - 1 Renstra Tidak ada 1

Perenca
naan 
yang 
baik, 
koordin
asi 
lintas 
perangk
at 
daerah, 
kelengk
apan 
data, 
dukung
an 
pimpina
n, dan 
pemanf
aatan 
aplikasi 
pelapor
an.

Tidak 
terdapat 
hambatan 
yang 
signifikan. 
Kendala 
minor pada 
penyesuaia
n/penyelara
san data 
saat 
verifikasi 
akhir dapat 
diatasi 
melalui 
koordinasi.

4 100

Tidak terdapat 
hambatan yang 
signifikan. Kendala 
minor pada 
penyesuaian/penyel
arasan data saat 
verifikasi akhir 
dapat diatasi 
melalui koordinasi.

4 1 1 2.01 8
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah

                             19.750.000 PAD                          4.985.000 PAD                         3.469.500 PAD                       3.600.000 PAD                        7.375.500                        19.430.000 19,429,500 100 98.38

4 1 1 2.01 8

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah

4 Dokumen 1

Koordi
nasi 
dan 
kerja 
sama 
tim/OP
D 
berjala
n baik 
serta 
dukung
an 
pimpin
an.

Sebagian 
data 
pendukung 
dari 
unit/OPD 
belum 
lengkap 
sehingga 
perlu waktu 
tambahan 
untuk 
verifikasi.

1

Dukungan 
pimpinan, 
koordinasi 
OPD lancar, 
dan data 
tersedia.

Kendala 
minor pada 
penyesuaia
n 
format/kele
ngkapan 
data.

1

Dukungan 
kebijakan 
yang kuat 
dari 
pimpinan

Keterbatasan 
kompetensi 
SDM yang tidak 
sebanding 
dengan beban 
kerja

1

Koordin
asi OPD 
berjalan 
baik, 
dukung
an 
pimpina
n, serta 
keterse
diaan 
data 
dan 
aplikasi
/format 
standar.

Sebagian 
data 
pendukung 
terlambat/b
erubah 
format dan 
keterbatasa
n waktu 
pada akhir 
tahun untuk 
finalisasi.

4 100

Sebagian data 
pendukung 
terlambat/berubah 
format dan 
keterbatasan waktu 
pada akhir tahun 
untuk finalisasi.

4 1 1 2.01 9
Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah

                             19.750.000 PAD                          3.590.000 PAD                         4.660.000 PAD                       3.600.000 PAD                        7.865.000                        19.715.000 19,719,000 100 99.84

4 1 1 2.01 9

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah

2 Data 0

Data 
yang di 
terima 
sudah 
sesuai 
dengan 
BPS

data yang 
di terima 
kurang 
akurat

0 - - 1

Dukungan 
kebijakan 
yang kuat 
dari 
pimpinan

Keterbatasan 
kompetensi 
SDM yang tidak 
sebanding 
dengan beban 
kerja

1

Komitm
en OPD, 
koordin
asi 
lancar, 
serta 
format/
standar 
data 
sudah 
tersedia
.

Keterlamba
tan 
penyampai
an data dari 
OPD dan 
perlunya 
perbaikan 
kelengkapa
n/format 
data.

2 100

Keterlambatan 
penyampaian data 
dari OPD dan 
perlunya perbaikan 
kelengkapan/format 
data.

100 91.03 

ST ST 

4 1 1 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

                   35.667.127.666                8.386.274.475               7.871.733.665             8.623.749.036              8.812.965.427              33.694.722.603 65,866,627,563 100 91.7

4 1 1 2.02
Ketepatan Waktu Penyusunan 
Laporan Keuangan Sekretariat 
Daerah

100% 0 0 0 100 100 100

4 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    29.988.913.639                6.706.035.400 PAD               6.713.483.665 PAD             7.759.841.957              6.871.699.553              28.051.060.575 55,260,870,504 100 93.53

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.02 1
Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN

196 Orang/ 
bulan

196
Tersedianya 
anggaran yang 
mendukung

Selama ini 
belum ada 
hambatan 
terkait gaji 
ASN

196

aplikasi 
SIPD 
sangat 
membant
u

- 196 100

4 1 1 2.02 2
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

                      5.539.970.890 PAD                1.654.444.325 PAD               1.158.250.000 PAD                 829.193.819 PAD              1.886.353.874                 5.528.242.018 9,936,577,769 100 82.16

4 1 1 2.02 2
Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

12 
Dokumen

3

Dengan 
ada 
nya 
anggar
an yang 
ada 
kegiata
n bisa 
berjala
n

tidak ada 
kendala 
untuk 
penggajian 
gaji non asn

3

Tersedianya 
sarana 
prasarana 
serta 
anggaran yang 
mendukung 
sehingga 
terlaksananya 
kegiatan

Tidak ada 
penghamb
at dalam 
pemberian 
gaji untuk 
pelaksanaa
n tugas 
ASN

3
Aplikasi 
SIPD

- 3

Dengan 
adanya 
anggara
n yang 
sudah 
ada, 
pembay
aran 
gaji non 
ASN 
terbayar
kan 
setiap 
bulanny
a

Tidak ada 
hambatan 
dalam 
proses 
pembayara
b gaji setiap 
bulan

12 100

Tidak ada 
hambatan dalam 
proses pembayarab 
gaji setiap bulan

4 1 1 2.02 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

                          138.243.137 PAD                       25.794.750 PAD 0 PAD                    34.713.260 PAD                     54.912.000                      115.420.010 669,179,290 100 78.46

4 1 1 2.02 5

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

2 Laporan 0

Anggar
an yang 
telah 
tersedi
a

Sementara 
tidak ada 
hambatan

0

Tersedianya 
sarana 
prasarana 
dan anggaran 
yang 
mendukung 
kegiatan

Keterlamba
tan dari 
bagian-
bagian 
dalam 
melaporka
n hasil 
realisasi 
keuangan

0

Aplikasi 
SIPD yang 
menduku
ng

- 2

Tersedi
anya 
anggara
n yang 
telah di 
anggark
an 
untuk 
kelanca
ran 
kegiata
n 
laporan 
akhir 
tahun 
SKPD

Tidak 
hambatan 
dalam 
pelaksanaa
n kegiatan

2 100
Tidak hambatan 
dalam pelaksanaan 
kegiatan

100 91.7 

ST ST 

4 1 1 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 1 2.03 IKM Pelayanan Bagian Umum 67,38 NILAI 0 0 89,18 89,18 0

4 1 1 2.03 5
Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

0 PAD 0 0 PAD 0 0 0 0 0 0

4 1 1 2.03 5

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD

10 Laporan 0 - - 0 0 0

0 0

ST SR 

4 1 1 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

                             37.500.000 0                         5.500.000 0                     31.500.000                        37.000.000 3,038,546,150 76 94.67

4 1 1 2.05 IKM Pelayanan Bagian Umum 67,38 NILAI 0 0 89.18 89.18 132.35

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

                                                   -   PAD 0                                            -   PAD 0 0                                              -   0 0 0

4 1 1 2.05 10
Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan

10 Orang 0 0 0 0

4 1 1 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

                                5.500.000 PAD 0                         5.500.000 PAD 0 0                           5.500.000 218,250,000 4 100

4 1 1 2.05 11

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

25 Orang 1

Tersedi
a 
Anggar
an

pelaksanaa
n 
berdasarka
n 
permintaan
/kebutuhan
/surat 
tugas.

0 1 4

4 1 1 2.05 2
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya

                             32.000.000 PAD 0 0 PAD 0 PAD                     31.500.000                        31.500.000 2,618,936,150 100 93.75

4 1 1 2.05 2
Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan

5 Paket 0

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n yang 
didasarkan 
oleh 
kebutuhan / 
permintaan 
saja jadi 
tidak bisa 
di 
jadwalkan 
pasti kapan 
akan 
dilaksanak
an

0
Tersedia 
Anggaran

Anggaran 
dilaksanakan 
berdasarkan 
kebutuhan

5 - - 5 100 -

4 1 1 2.05 9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

0 PAD 0 0 PAD 0 0 0 201,360,000 0 0

4 1 1 2.05 9

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan

9 Orang 0 0

76 94.67 

T ST 

4 1 1 2.06
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

                   10.982.220.432                    485.926.124               2.870.924.872             1.294.088.744              3.786.485.706                 8.437.425.446 33,479,247,791 94.7 78.35

4 1 1 2.06
Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Sekretariat Daerah

51,50% 0 0 0 51.5 51.5 100

4 1 1 2.06 1
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

                          490.316.500 PAD                                             -   PAD                      63.714.272 PAD                 199.334.939 PAD                  156.159.470                      419.208.681 1,716,616,844 97.78 86.12

4 1 1 2.06 1

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan

45 Paket 3

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n 
Subkegiata
n 
disesuaika
n dengan 
kejadian 
bukan 
terjadwal

3
Tersedia 
Anggaran

Adanya 
Kegiatan 
Rehab 
Besar di 
luar dari 
Perencana
an

5
Tersedia 
Anggaran

Adanya 
Pelaksanaan 
rehab gedung 
kantor di 
balaikota yang 
dilaksanakan 
oleh OPD 
lainnya (PU)

33 - - 44 97.78 -

4 1 1 2.06 10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD

0                                             -                                              -   PAD                                          -                                             -   0 0 0 0

4 1 1 2.06 10
Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD

1 Laporan 
Dokumen

0 0 0

4 1 1 2.06 2
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

                      1.240.210.200 PAD                       18.630.000 PAD                   193.058.100 PAD                 185.315.499 PAD                  160.149.300                      557.152.899 11,064,043,564 92.31 34.49

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.06 2
Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

65 Paket 3

Tersedi
a 
Anggar
an

Kebutuhan 
Barang 
yang tidak 
sesuai 
dengan 
perencanaa
n karena 
menyesuai
kan 
permintaan 
pimpinan

25
Tersedia 
Anggaran

Kesalahan 
dalam 
Penyusuna
n 
Rancangan 
Anggaran 
Kas SKPD

25
Tersedia 
Anggaran

Menunggu 
penyelesaian 
pekerjaan rehab 
gedung kantor.

7 - - 60 92,31 -

4 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           734.489.874 PAD                                             -   PAD                   171.926.500 PAD                    93.709.506 PAD                  100.150.000                      365.786.006 1,098,702,911 92.86 71.06

4 1 1 2.06 3
Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan

70 Paket 1

Tersedi
a 
Anggar
an

tidak 
sesuai 
perencanaa
n karena 
menyesuai
kan 
permintaan

2
Tersedia 
Anggaran

Estimasi 
biaya yang 
tidak 
akurat atau 
tidak 
sesuai 
dengan 
kondisi 
lapangan

30
Tersedia 
Anggaran

lokasi untuk 
belanja modal 
belum siap 
karema masih 
dalam proses 
Rehab

32 - - 65 92.86 -

4 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       2.944.380.000 PAD                    195.150.000 PAD               1.148.846.000 PAD                 601.975.000 PAD                  927.282.018                 2.873.253.018 6,994,894,329 83.33 97.58

4 1 1 2.06 4
Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

30000 
Paket

800

Tersedi
a 
Anggar
an

Tidak 
terjadwal 
memnyesu
aikan 
permintaan
/kebutuhan
.

3
Tersedia 
Anggaran

Standar 
Harga 
Pemerintah 
Daerah 
terlalu 
rendah

500
Tersedian
ya 
Anggaran

Kelengkapan 
Administrasi 
yang lambat

23697 - - 25000 83.33 -

4 1 1 2.06 5
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

                          448.820.000 PAD                       45.157.372 PAD                   161.755.000                    36.320.000 PAD                     69.379.000                      312.611.372 2,126,846,272 96 86.36

4 1 1 2.06 5
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan

50 Paket 2

Tersedi
a 
Anggar
an

Perubahan 
Desain dan 
bahan yang 
harus 
menyesuai
kan dengan 
keinginan 
pimpinan

20
Tersedia 
Anggaran

Satndar 
Harga 
Pemerintah 
Daerah 
yang terlalu 
rendah dan 
tidak 
sesuai 
dengan 
harga 
pasar saat 
ini.

26 - - 48 96 -

4 1 1 2.06 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan

0 PAD                                             -                                              -                                            -                                             -   0 0 0 0

4 1 1 2.06 6

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan

10 
Dokumen

0 0 0

4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu                       1.614.530.000 PAD                       19.000.000 PAD                   406.625.000 PAD                 177.433.800                  815.140.914                 1.418.199.714 3,188,090,511 100 87.97

4 1 1 2.06 8
Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

4 Laporan 1

Tersedi
a 
Anggar
an

Menyesuaik
an dengan 
permintaan 
tidak bisa 
terjadwal

2
Tersedia 
Anggaran

Standar 
Harga 
Pemerintah 
Daerah 
yang terlalu 
rendah

1
Tersedia 
Anggaran

Keterbatasan 
Standar Harga.

4 100

4 1 1 2.06 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD

                      3.509.473.858 PAD                    207.988.752 PAD                   725.000.000 PAD 0 PAD              1.558.225.004                 2.491.213.756 7,290,053,360 90 72.72

4 1 1 2.06 9

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

500 
Laporan

300

Tersedi
a 
Anggar
an

- 50
Tersedia 
Anggaran

Efisiensi 
Anggaran 
Perjalanan 
Dinas dari 
Pemerintah

50
Tersedia 
Anggaran

Pengendalian 
pelaksanaan 
kegiatan yang 
minim.

50 - - 450 90 -

94.7 78.35 

ST T 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

                      8.027.362.924                    311.257.250               1.407.700.000             1.447.000.000              3.315.917.805                 6.481.875.055 8,843,347,907 96.05 91.15

4 1 1 2.07
Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Sekretariat Daerah

51,50% 0 0 0 51.5 51.5 100

4 1 1 2.07 1
Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

                      6.245.680.000 PAD 0 PAD               1.407.700.000 PAD             1.327.000.000 PAD              2.957.372.005                 5.692.072.005 5,668,477,005 91.67 90.76

4 1 1 2.07 1

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan

24 Unit 0

Tersedi
a 
Anggar
an

Pergantian 
Pengelola 
Kegiatan 
dan 
Kelengkapa
n Data 
Sewa yang 
belum 
detail.

1
Tersedianya 
Anggaran

Standar 
Harga yang 
tertera 
pada 
Aplikasi 
Penganggar
an masih 
belum 
sesuai 
dengan 
kondisi 
pasar.

5
Ketersedi
aan 
Anggaran

Adanya 
pembaruan 
aplikasi 
pengadaan 
(INAPROC).

16 - - 22 91.67 -

4 1 1 2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya

                          300.245.000 PAD 0 0 PAD                                          -   PAD                     86.623.800                        86.623.800 284,524,800 100 94.76

4 1 1 2.07 10

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

1 Unit 0 -
Anggaran 
belum 
mencukupi

0
Ketersedi
aan 
Anggaran

Lokasi 
pelaksanaan 
kegiatan masih 
dalam kondisi 
rehab oleh 
pihak/opd lain.

1 - - 1 100 -

4 1 1 2.07 2
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

                          253.300.000 PAD 0 PAD 0 PAD                 120.000.000 PAD                     89.475.000                      209.475.000 209,475,000 100 82.7

4 1 1 2.07 2
Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan

4 Unit 1

Tersedi
a 
Anggar
an

- 0
Tersedia 
Anggaran

- 0
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 3 - - 4 100 -

4 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel                       1.084.237.924 PAD                    311.257.250 PAD 0 PAD                                          -   PAD                     83.489.000                      394.746.250 2,566,113,102 80.65 95.9

4 1 1 2.07 5
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

62 Unit 29

Tersedi
a 
Anggar
an

- 5
Tersedia 
Anggaran

Adanya 
Permintaan 
Mebel di 
luar dari 
Perencana
an.

3
Ketersedi
aan 
Anggaran

Pengadaan 
sesuai rencana 
terhambat 
karena 
menunggu 
penyelesaian 
pekerjaan rehab 
gedung kantor

13 - - 50 80.65 -

4 1 1 2.07 6
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

                          143.900.000 PAD 0 PAD 0 PAD                                          -   PAD                     98.958.000                        98.958.000 114,758,000 100 79.75

4 1 1 2.07 6
Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan

3 Unit 0

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n masih 
menunggu 
rehab 
ruangan 
yang akan 
di isi.

0
Tersedia 
Anggaran

Adanya 
Kegiatan 
Rehab 
Besar pada 
Gedung 
Kantor 
sehingga 
menunda 
beberapa 
pelaksanaa
n kegiatan.

0
Ketersedi
aan 
Anggaran

Perubahan 
Harga yang 
tidak diikuti 
dengan 
perubahan SSH

3 - - 3 100 -

4 1 1 2.07 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                    -   PAD 0 PAD 0 PAD                                          -                                             -   0 0 0 0

4 1 1 2.07 7
Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan

2 Unit 0 - 0 - 0

4 1 1 2.07 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                    -   PAD 0 0 PAD                                          -                                             -   0 0 0 0



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.07 8
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan

1 Unit 0 - 0 - 0 0

96.05 91.15 

ST ST 

4 1 1 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

                   18.943.215.400                2.261.535.826               4.534.393.537             3.889.924.780              7.500.195.824              18.186.049.967 25,788,490,454 98.08 77.37

4 1 1 2.08 IKM Pelayanan Bagian Umum 67,38 NILAI 0 0 0 89.18 89.18 132.35

4 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    -   PAD                                             -                                              -   PAD                                          -                                             -                                                -   0 0

4 1 1 2.08 1
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan 0

4 1 1 2.08 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

                      3.574.444.900 PAD                    708.439.096 PAD                   930.128.717 PAD                 745.359.855 PAD                  911.396.753                 3.295.324.421 6,512,442,979 100 92.18

4 1 1 2.08 2
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

62 Laporan 15
Tersedi
a 
Anggar

- 15
Tersedia 
Anggaran

- 20
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 12 - - 62 100 -

4 1 1 2.08 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

                      6.590.930.000 PAD                    239.787.000 PAD               1.533.832.820 PAD             1.005.300.925 PAD              3.520.630.105                 6.299.550.850 2,860,820,745 92.31 43.41

4 1 1 2.08 3

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

65 Laporan 10

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n Kegiatan 
yang 
menyesuai
kan 
Permintaan 
(tanpa 
terjadwal)

20
Tersedia 
Anggaran

Pagu per 
Rekening 
Belanja 
Kurang dan 
Banyak 
Kegiatan 
yang tidak 
sesuai 
dengan 
Perencana
an.

20
Ketersedi
aan 
Anggaran

Tidak ada 
perencanaan 
sebelumnya

10 - - 60 92.31 -

4 1 1 2.08 4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

                      8.777.840.500 PAD                1.313.309.730 PAD               2.070.432.000 PAD             2.139.264.000 PAD              3.068.168.966                 8.591.174.696 16,415,226,730 100 96.84

4 1 1 2.08 4
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

40 Laporan 9

Tersedi
a 
Anggar
an

- 9
Tersedia 
Anggaran

- 9
Ketersedi
aan 
Anggaran

Perubahan 
aplikasi 
pengadaan 
(INAPROC)

13 - - 40 100 -

98.08 77.37 

ST T 

4 1 1 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

                      9.314.013.364                    236.473.776                   944.221.641             2.680.173.470              3.801.017.741                 7.661.886.628 12,339,162,553 85.93 49.07

4 1 1 2.09
Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Sekretariat Daerah

51,50% 0 0 0 51.5 51.5 100

4 1 1 2.09 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

                      1.332.500.000 PAD                       78.840.608 PAD                   178.412.372 PAD                 165.778.388                  618.646.840                 1.041.678.208 1,670,468,141 82.35 46.14

4 1 1 2.09 1

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

85 Unit 25

Tersedi
a 
Anggar
an

Sebagian 
Besar 
Pelaksanaa
n 
Subkegiata
n 
bergantung 
pada 
Mekanisme 
UP

25
Tersedia 
Anggaran

Dokumen 
tidak 
memenuhi 
syarat 
untuk 
dilakukan 
pembayara
n sehingga 
menghamb
at proses 
realisasi 
kegiatan.

20
Ketersedi
aan 
Anggaran

Pemegang 
kndaraan tidak 
pernah 
melaksanakan 
perawatan 
rutin/berkala 
kendaraan

70 82.35

4 1 1 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

                          869.988.978                                             -                     171.946.770 PAD                 122.863.347 PAD                  242.659.395                      537.469.512 1,981,502,016 100 39.34

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.09 10

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unit 1
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 2 - - 3 100 -

4 1 1 2.09 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

                      1.204.000.000 PAD                    100.213.168 PAD                      99.335.329 PAD                 215.326.675                  432.712.043                      847.587.215 1,833,553,439 62.5 53.6

4 1 1 2.09 2

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

16 Unit 4

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n 
Pembayara
n masih 
bergantung 
pada 
Mekanisme 
UP

4
Tersedia 
Anggaran

Dokumen 
yang tidak 
lengkap 
untuk bisa 
di realisasi 
kan.

2
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 10 62,5

4 1 1 2.09 6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

                          723.620.000 PAD                       57.420.000 PAD                   190.537.000 PAD                 185.206.450                  162.359.020                      595.522.470 1,774,290,077 90 88.88

4 1 1 2.09 6
Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara

10 Unit 2

Tersedi
a 
Anggar
an

Pelaksanaa
n Kegiatan 
belum 
direncanak
an/terjadw
al

3
Tersedia 
Anggaran

Belum ada 
Jadwal 
Pemelihara
an Rutin.

4
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 9 90

4 1 1 2.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                           251.508.000 PAD                                             -   PAD                      20.672.963 PAD                    15.919.468                     76.084.000                      112.676.431 66,362,431 100 26.39

4 1 1 2.09 7
Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara

1 Unit 1

Tersedi
a 
Anggar
an

Dilakukan 
tanpa 
perencanaa
n/jadwal 
rutin

0
Tersedia 
Anggaran

Belum 
memiliki 
jadwal 
pemelihara
an rutin

0
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 1 100

4 1 1 2.09 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                    -                                               -   PAD                                            -   PAD                                          -                                             -   0 0 0 0

4 1 1 2.09 8
Jumlah Aset Tak Berwujud 
yang Dipelihara

1 Unit 0 - 0 - 0 0

4 1 1 2.09 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

                      4.932.396.386                                             -                     283.317.207 PAD             1.975.079.142 PAD              2.268.556.443                 4.526.952.792 5,012,986,449 66.67 45.79

4 1 1 2.09 9
Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unit 1
Ketersedi
aan 
Anggaran

Pelaksanaan 
kurang 
maksimal 
karena di 
gedung kantor 
sedang 
dilaksanakan 
rehab 
sedang/berat 
gedung Kantor

1 - - 2 66.67 -

85.93 49.07 

T SR 

4 1 1 2.11
Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah

                      3.013.456.650                    197.379.216                   621.440.616                 373.134.457              1.054.377.354                 2.246.331.643 4,206,648,837 75 69.64

4 1 1 2.11
Ketepatan Waktu Penyusunan 
Laporan Keuangan Sekretariat 
Daerah

100% 0 0 0 100 100 100

4 1 1 2.11 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah

                          667.553.950 PAD                       47.379.216 PAD                      47.379.216 PAD                    90.134.457 PAD                     39.898.604                      224.791.493 379,265,125 100 31.68

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.11 1

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah

2 Orang/Bu 
lan

0

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasar
ana 
gaji 
dan 
tunjang
an 
KDH/W
KDH

Tidak ada 
hambatan

0

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
serta 
anggaran yang 
mendukung

Kebutuhan 
Gaji KDH 
dan WKDH 
tidak 
mengalami 
hambatan, 
karena 
kebutuhan 
terpenuhi

1
Aplikasi 
SIPD

- 1

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasara
na yang 
ada

tidak ada 
hambatan

2 100 tidak ada hambatan

4 1 1 2.11 2
Penyediaan Pakaian Dinas dan 
Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah

                          442.385.000 PAD                                             -   PAD                   149.561.400 PAD                                          -   PAD                  229.858.750                      379.420.150 845,650,150 100 85.77

4 1 1 2.11 2

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
dan Atribut Kelengkapan 
Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah yang 
Disediakan

6 Paket 0

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasar
ana 
yang 
ada

Tidak ada 
hambatan

1

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
serta 
anggaran yang 
mendukung

terkendala 
adanya 
permintaan 
KDH dan 
WKDH 
yang belum 
terbayar 
karena 
anggaran 
yang belum 
maksimal

0
Aplikasi 
SIPD

- 5

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasara
na yang 
menduk
ung

Tidak ada 
hambatan

6 100
Tidak ada 
hambatan

4 1 1 2.11 3
Pelaksanaan Medical Check Up 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah

                          103.000.000 PAD                                             -   PAD                                            -   PAD                                          -                                             -                                                -   53,736,762 0 0

4 1 1 2.11 3

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Medical Check Up Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah

4 Orang 0

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasar
ana 
yang 
mendu
kung

- 0

Untuk 
anggaran 
sudah 
mendukung

Tidak ada 
hambatan,

0

Tersedian
ya 
anggaran 
yang 
sudah 
menduku
ng

- 0 0

4 1 1 2.11 4
Penyediaan Dana Penunjang 
Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah

                      1.800.517.700 PAD                    150.000.000 PAD                   424.500.000 PAD                 283.000.000 PAD                  784.620.000                 1.642.120.000 2,927,996,800 100 83.73

4 1 1 2.11 4

Jumlah Orang yang Menerima 
Dana Penunjang Operasional 
Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah

2 Orang/Bu 
lan

1

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasar
ana 
yang di 
dukung

tidak ada 0
Tersedianya 
anggaran yang 
mendukung

Tidak 
adanya 
hambatan 
untuk 
kegiatan 
operasiona
l KDH dan 
WKDH

0
Aplikasi 
SIPD

- 1

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasara
na yang 
menduk
ung

tidak ada 
hambatan

2 100 tidak ada hambatan

75 69.64 

S S 

4 1 1 2.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah

                      2.434.976.048                       81.094.000                   562.082.191                 640.962.582                  819.438.677                 2.103.577.450 3,697,542,636 91.67 66.84

4 1 1 2.12
Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Sekretariat Daerah

51,50% 0 0 51.5 51.5 100

4 1 1 2.12 1
Penyediaan Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala Daerah

                          731.088.048                                             -   PAD                   234.195.500 PAD                 147.605.300 PAD                  327.621.500                      709.422.300 953,300,000 91.67 52.22

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.12 1
Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga Kepala Daerah 
yang Disediakan

12 Paket 1
Tersedia 
Anggaran

Aplikasi 
Keuangan 
yang sering 
mengalami 
Gangguan

3
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 7 - - 11 91.67 -

4 1 1 2.12 2
Penyediaan Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil Kepala Daerah

                          551.373.000                       76.159.000 PAD                      99.297.500 PAD                 130.656.000 PAD                  219.801.000                      525.913.500 959,050,500 91.67 94.82

4 1 1 2.12 2
Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga Wakil Kepala 
Daerah yang Disediakan

12 Paket 6
Tersedia 
Anggaran

Aplikasi 
Keuangan 
sering 
mengalami 
gangguan

3
Ketersedi
aan 
Anggaran

- 2 - - 11 91.67 -

4 1 1 2.12 3
Penyediaan Kebutuhan Rumah 
Tangga Sekretariat Daerah

                      1.152.515.000                          4.935.000 PAD                   228.589.191 PAD                 362.701.282 PAD                  272.016.177                      868.241.650 1,785,192,136 91.67 62.73

4 1 1 2.12 3
Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga Sekretariat 
Daerah yang Disediakan

12 Paket 5
Tersedia 
Anggaran

Tidak ada 
pembatasa
n untuk 
jenis 
permintaan 
barang.

3
Ketersedi
aan 
Anggaran

Permintaan di 
luar dari 
perkiraan 
bulanan

3 - - 11 91.67 -

91.67 66.84 

ST S 

4 1 1 2.13 Penataan Organisasi                           835.567.762                       52.234.500                   156.856.230                 216.178.334                  403.146.270                      828.415.334 1,976,820,525 100 99.14

4 1 1 2.13 Nilai Evaluasi Kelembagaan 79,28 NILAI 0 0 0 79.28 79.28 100

4 1 1 2.13

Persentase Unit Kerja yang 
mendapatkan Indeks 
Kepuasan Masyarakat >= 
88.31 (Sangat Baik)

97,50% 0 0 97.5 97.5 100

4 1 1 2.13
Persentase PD yang 
mendapatkan Hasil Evaluasi 
AKIP >= 70 (BB)

87,50% 0 0 87.5 87.5 100

4 1 1 2.13 1
Pengelolaan Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan

                          386.512.402 PAD                                             -   PAD                      64.550.000 PAD                    70.070.902 PAD                  245.481.750                      380.102.652 700,029,721 100 98.34

4 1 1 2.13 1
Jumlah Dokumen Pengelolaan 
Kelembagaan dan Analisis 
Jabatan

1 Dokumen 0 - - 1

Ketersediaan 
anggaran dan 
sdm yang 
memadai.

- 0 -

Perubahan 
regulasi yang 
sangat dinamis 
di tingkat pusat

0

Kerjasa
ma 
seluruh 
PD

- 1 100 -

4 1 1 2.13 2
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana

                          142.560.000 PAD                                             -   PAD                      56.250.000 PAD                    60.850.000 PAD                     25.194.000                      142.294.000 347,366,299 100 99.81

4 1 1 2.13 2
Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana

1 Laporan 0 - - 1
Kapasitas 
SDM

- 0 -
Timeline 
kegiatan hingga 
tw 4

0

Penilaia
n 
dilakuk
an 
secara 
sistem

- 1 100 -

4 1 1 2.13 3
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi

                             61.274.482 PAD                          1.475.000 PAD                      21.455.482 PAD                    14.394.000 PAD                     23.872.730                        61.197.212 295,119,458 100 99.87

4 1 1 2.13 3
Jumlah Dokumen Peningkatan 
Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi

1 Dokumen 0 - - 0

Kapasitas 
SDM dan 
ketersediaan 
anggaran 
memadai.

- 1

Terbitnya 
regulasi 
sementar
a dalam 
pelaksan
aan RB 
periode 
transisi

- 0

Renaksi 
RB telah 
disamp
aikan ke 
dalam 
portal 
dan 
diformal
kan

- 1 100 -

4 1 1 2.13 4
Monitoring, Evaluasi dan 
Pengendalian Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata Laksana

                             41.044.000 PAD                                             -   PAD                         4.500.000 PAD                       3.624.000 PAD                     32.838.600                        40.962.600 163,343,600 100 99.8

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 1 2.13 4

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi dan Pengendalian 
Kualitas Pelayanan Publik dan 
Tata Laksana

1 Dokumen 0 - - 0

Kapasitas 
SDM dan 
anggaran 
memadai

- 0 -
Regulasi 
pelaporan SKM 
di Tw. 4

1

Dokume
n 
Laporan 
SKM 
dan 
Matriks 
SKM 
telah 
tersusu
n

- 1 100 -

4 1 1 2.13 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah

                          204.176.878 PAD                       50.759.500 PAD                      10.100.748 PAD                    67.239.432 PAD                     75.759.190                      203.858.870 470,961,447 100 99.84

4 1 1 2.13 5
Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen 1

Dukung
an 
sapras 
dan tim 
kerja 
yang 
memad
ai

koordinasi 
PD 
penanggun
gjawab IKU 
Wali Kota 
yang 
kadang 
sedikit 
terhambat

0

Kapasitas 
SDM dan 
anggaran yang 
memadai

- 0
Dukungan 
SDM dan 
ANggaran

- 0

Kerjasa
ma 
seluruh 
PD

- 1 100 -

100 99.14 

ST ST 

4 1 1 2.14
Pelaksanaan Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan

                      8.028.561.000                2.121.534.000               4.076.248.000             1.210.799.999                  611.544.000                 8.020.125.999 18,855,395,560 100 98.8

4 1 1 2.14
Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Pelayanan Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan

50,5 NILAI 0 0 0 50.5 50.5 100

4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan                       3.090.000.000 PAD                2.121.534.000 PAD                   876.248.000 PAD                                          -   PAD                     89.920.000                 3.087.702.000 8,645,646,000 100 97.02

4 1 1 2.14 1
Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Keprotokolan

12 Laporan 3

3 
lapora
n 
kegiata
n

Perubahan 
Jadwal 
Kegiatan

3 - - 3 - - 3

Kegiata
n 
Keproto
kolan 
Berjalan 
Sesuai 
dengan 
Jadwal

- 12 100 -

4 1 1 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                       3.290.000.000 PAD                                             -   PAD               3.200.000.000 PAD                                          -   PAD                     89.920.000                 3.289.920.000 6,533,958,486 100 100

4 1 1 2.14 2
Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Komunikasi 
Pimpinan

12 Laporan 3

Kegiata
n 
belum 
terlaks
ana

Tidak ada 6
Kegiatan sdh 
terlaksana

tidak ada 0 - - 3 - - 12 100 -

4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan                       1.648.561.000 PAD                                             -   PAD                                            -   PAD             1.210.799.999 PAD                  431.704.000                 1.642.503.999 3,675,791,074 100 99.76

4 1 1 2.14 3
Jumlah Laporan 
Pendokumentasian Tugas 
Pimpinan

12 Laporan 3 - - 0 - Tidak ada 4 - - 5

https://
drive.go
ogle.co
m/drive
/folders
/1Szym
5_sLJm
YUq_0J
pY9iqfY
w44N9
NNoa?u
sp=shar
ing

- 12 100 -

100 98.8 

ST ST 

93.12 82.66 

ST T 

4 1 2
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT

                   39.347.273.351                    363.792.000            11.312.655.278             3.860.813.200           22.391.219.336              37.928.479.814 82,503,229,378 104.87 96.27

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1) 

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2
Nilai Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD)

3,5 NILAI 0 0 3.5 3.5 100
sudah 
terlaksan
a

4 1 2

Persentase Perjanjian Kerja 
Sama yang Mendukung 
Program Prioritas 
Pembangunan Daerah

76,92% 0 0 76.92 76.92 100
sudah 
terlasana

4 1 2

Persentase Tindak Lanjut 
Kebijakan Urusan 
Kesejahteraan Rakyat Hasil 
Fasilitasi

-- 0 0 80 80 100
sudah 
terlaksan
a

4 1 2 Indeks Reformasi Hukum
80,3 

INDEKS
80.3 80.3 100

sudah 
terlaksan
a

4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan                       1.860.430.736 0                      41.020.000                 116.156.250              1.314.989.736                 1.472.165.986 4,039,388,949 100 83.74

4 1 2 2.01

Persentase Peningkatan 
Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

0,57% 0 0 0.57 0.57 100

4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan                           273.984.736 0 PAD                      41.020.000 PAD                    29.300.000 PAD                     95.828.446                      166.148.446 494,652,000 100 75.8

4 1 2 2.01 1
Jumlah Dokumen Hasil 
Penataan Administrasi 
Pemerintahan

1 Dokumen 1 Semua OPD - 0

Kegitan 
Sudah Di 
Laksanak
an Hingga 
TW IV

Kegiatan Masih 
Berjalan Hingga 
triwulan IV

0 - - 1 100 -

4 1 2 2.01 2
Pengelolaan Administrasi 
Kewilayahan

                      1.511.721.000 0 PAD                                            -                      64.806.250 PAD              1.202.521.290                 1.267.327.540 3,389,515,479 100 85.93

4 1 2 2.01 2
Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Administrasi 
Kewilayahan

1 Dokumen 0 - - 1 - - 1 100 -

4 1 2 2.01 3
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 
Daerah

                             74.725.000 0 PAD                                            -   PAD                    22.050.000                     16.640.000                        38.690.000 155,221,470 100 68.64

4 1 2 2.01 3
Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Otonomi Daerah

1 Dokumen 1 - - 0

• 
Kapabilit
as SDM 
pada unit 
kerja yang 
sesuai 
dengan 
bidang 
tugas dan 
tim 
kerjanya • 
Koordinas
i antar 
pilar 
pengamp
u kinerja 
lintas 
instansi 
yang 
terjalin 
baik • 
Optimalis
asi 
anggaran

Tenggat waktu 
penyelesaian 
pekerjaan oleh 
Kementerian

1 100

100 83.74 

ST T 

4 1 2 2.02
Pelaksanaan Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat

                   10.453.482.614                          8.000.000                   838.961.553             2.933.312.697              5.871.058.104                 9.651.332.354 17,623,439,389 100 90.07

4 1 2 2.02

Persentase Pelaksanaan 
Kebijakan Urusan 
Kesejahteraan Rakyat yang di 
fasilitasi

- - 0 5 5 1 11 100

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2 2.02 1
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual

                      8.077.135.380 PAD                          8.000.000                   811.578.483 PAD             2.404.458.901 PAD              4.076.012.242                 7.300.049.626 14,094,479,557 100 87.52

4 1 2 2.02 1
Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan Bina 
Mental Spiritual

8 Dokumen 0 = = 6 -

Pelaporan 
masih dalam 
tahap 
Pembuatan 
keterlambatann
ya karena 
pekerjaan 
memerlukan 
waktu kegiatan 
bersamaan dan 
prosedur alur 
yang panjang

2

Program 
dan 
Kegiata
n yang 
Terstruk
tur,sara
na dan 
Prasara
na 
,Dukung
an 
Lembag
a atau 
Institusi 
dll

Keterbatasa
n Waktu,

8 100
Keterbatasan 
Waktu,

4 1 2 2.02 2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Sosial

                      1.019.249.500                                             -   PAD                                            -   PAD                 332.927.000 PAD                  673.522.000                 1.006.449.000 1,577,346,926 100 98.29

4 1 2 2.02 2

Jumlah Dokumen Hasil 
Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Sosial yang 
Meliputi Urusan Sosial, 
Transmigrasi, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, 
Administrasi Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil, 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Pengendalian 
Penduduk dan KB

4 Dokumen 2

sub kegiatan 
pelaksanaan 
kebijakan, 
evaluasi dan 
capaian 
kinerja terkait 
kesejahteraan 
sosial 
berjalan 
dengan baik 
karena 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana

tidak ada 
faktor 
penghamb
at

1

sarana 
dan 
prasaran
a 
pendukun
g kegiatan 
terpenuhi

Kompetensi 
dalam 
perencanaan, 
koordinasi, dan 
monitoring 
kegiatan sosial 
masih perlu 
ditingkatkan

1

terlaksa
nanya 
kegiata
n

tidak ada 4 100 tidak ada

4 1 2 2.02 3
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Masyarakat

                      1.220.470.862                                             -   PAD                                            -   PAD                 172.153.200 PAD              1.039.903.862                 1.212.057.062 1,656,074,198 100 99.31

4 1 2 2.02 3

Jumlah Dokumen Hasil 
Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Masyarakat 
yang Meliputi Urusan 
Kepemudaan dan Olahraga, 
Pariwisata, Pendidikan, 
Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Trantibum Linmas

3 Dokumen 2

Sub kegiatan 
berjalan 
dengan baik 
karena 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
memadai

tidak ada 
faktor 
penghamb
at

0

Sarana 
dan 
Prasaran
a 
Terpenuhi

Perencanaan 
dan Evaluasi 
yang belum 
optimal

1

Tersedi
anya 
perangk
at 
dalam 
kegiata
n

tidak ada 
faktor 
penghamba
t

3 100
tidak ada faktor 
penghambat

4 1 2 2.02 4

Peningkatan Kesadaran Keluarga 
dalam Membangun Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga, dan Kelompok 
Masyarakat

                             77.228.000                                             -                                              -   PAD                    20.893.596 PAD                     53.590.000                        74.483.596 154,885,311 100 96.45

4 1 2 2.02 4

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Peningkatan 
Kesadaran Keluarga dalam 
Membangun Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga, dan 
Kelompok Masyarakat

50 
Keluarga

25

Tempat 
Pelaksan
aan 
kantor 
Camat 
Samarind
a

Terhambatnya 
Kegiatan Karena 
waktu 
Pelaksanaan 
selama 3 Bulan

25

Tempat 
Pelaksa
naan 
Kegiata
n 
sangat 
menduk
ung di 
Kecama
tan 
Samarin
da Kota

Pemhamba
t Kegiatan 
ini adalah 
waktu yang 
dilaksanaka
n di hari 
libur 
sekolah

50 100

Pemhambat 
Kegiatan ini adalah 
waktu yang 
dilaksanakan di hari 
libur sekolah

4 1 2 2.02 6

Peningkatan Kesadaran Keluarga 
dalam Peningkatan Pendidikan dan 
Keterampilan untuk Mewujudkan 
Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing

                             59.398.872                                             -   PAD                      27.383.070                       2.880.000 PAD                     28.030.000                        58.293.070 140,653,397 100 98.14



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2 2.02 6

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Peningkatan 
Kesadaran Keluarga dalam 
Peningkatan Pendidikan dan 
Keterampilan untuk 
Mewujudkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing

50 
Keluarga

0

Sarana dan 
Prasarana 
telah 
memadai

Tidak ada 
faktor 
penghamb
at

50

Sumber 
daya 
Manusi
am, dan 
Narasu
mber

Waktu dan 
Tempat 
,sarana 
Prasarana

50 100
Waktu dan Tempat 
,sarana Prasarana

100 90.07 

ST T 

4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                    24.076.339.394                    169.984.000            10.192.753.725                 303.127.538           13.378.365.749              24.044.231.012 53,853,497,285 119.47 99.87

4 1 2 2.03
Persentase Produk Hukum 
yang difasilitasi dan 
diharmonisasi

98% 0 0 0 98 98 100

4 1 2 2.03 1
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 
Daerah

                          239.049.430 PAD                    150.300.000 PAD                      13.293.138 PAD                    34.518.305 PAD                     36.280.000                      234.391.443 653,760,763 130,2 98.05

4 1 2 2.03 1
Jumlah Produk Hukum Daerah 
yang Disusun

500 
Dokumen

156

Anggar
an 
serta 
semua 
dokum
en 
dalam 
proses 
pembe
ntukan 
produk 
hukum 
terpen
uhi

dokumen 
yang di 
ajukan 
dalam 
proses 
pembentuk
an produk 
hukum 
tidak 
lengkap 
sehingga 
memperla
mbat 
proses 
pembentuk
an produk 
hukum 
yang 
diajukan

166

Anggaran 
serta semua 
dokumen 
dalam proses 
pembentukan 
produk hukum 
terpenuhi

dokumen 
yang di 
ajukan 
dalam 
proses 
pembentuk
an produk 
hukum 
tidak 
lengkap 
sehingga 
memperla
mbat 
proses 
pembentuk
an produk 
hukum 
yang 
diajukan

164

Anggaran 
serta 
semua 
dokumen 
dalam 
proses 
pembent
ukan 
produk 
hukum 
terpenuhi

dokumen yang 
di ajukan dalam 
proses 
pembentukan 
produk hukum 
tidak lengkap 
sehingga 
memperlambat 
proses 
pembentukan 
produk hukum 
yang diajukan

165

Anggara
n serta 
semua 
dokume
n dalam 
proses 
pemben
tukan 
produk 
hukum 
terpenu
hi

dokumen 
yang di 
ajukan 
dalam 
proses 
pembentuk
an produk 
hukum 
tidak 
lengkap 
sehingga 
memperlam
bat proses 
pembentuk
an produk 
hukum yang 
diajukan

651 130,2

dokumen yang di 
ajukan dalam 
proses 
pembentukan 
produk hukum tidak 
lengkap sehingga 
memperlambat 
proses 
pembentukan 
produk hukum yang 
diajukan

4 1 2 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum                    23.719.888.214 PAD                       13.461.000 PAD            10.138.130.587 PAD                 203.520.483 PAD           13.337.545.749              23.692.657.819 52,764,537,472 100 99.89

4 1 2 2.03 2
Jumlah Kasus yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Bantuan Hukum

24 Kasus 7

Anggar
an yang 
tersedi
a dan 
dokum
en 
pendud
ukung 
proses 
beraca
ra 
terpen
uhi 
dengan 
baik

kurangnya 
dokumen 
pendukung 
dalam 
proses 
beracara

7

Anggaran 
yang tersedia 
dan dokumen 
pendudukung 
proses 
beracara 
terpenuhi 
dengan baik

kurangnya 
dokumen 
pendukung 
dalam 
proses 
beracara

5

Anggaran 
yang 
tersedia 
dan 
dokumen 
penduduk
ung 
proses 
beracara 
terpenuhi 
dengan 
baik

kurangnya 
dokumen 
pendukung 
dalam proses 
beracara

5

Anggara
n yang 
tersedia 
dan 
dokume
n 
pendud
ukung 
proses 
beracar
a 
terpenu
hi 
dengan 
baik

kurangnya 
dokumen 
pendukung 
dalam 
proses 
beracara

24 100
kurangnya dokumen 
pendukung dalam 
proses beracara

4 1 2 2.03 3
Pendokumentasian Produk Hukum 
dan Pengelolaan Informasi Hukum

                          117.401.750 PAD                          6.223.000 PAD                      41.330.000 PAD                    65.088.750 PAD                        4.540.000                      117.181.750 435,199,050 128,2 99.98

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2 2.03 3
Jumlah Produk Hukum dan 
Pengelolaan Informasi Hukum 
yang Didokumentasi

500 
Dokumen

156

Anggar
an yang 
memad
ai dan 
dokum
en 
produk 
hukum 
yang 
sudah 
disahk
an 
lengka
p untuk 
di 
dokum
entasik
an 
serta 
dapat 
tersam
paikan 
kepada 
instans
i 
pengus
ul

kurangnya 
fasilitas 
penyimpan
an yang 
memadai

156

Anggaran 
yang 
memadai dan 
dokumen 
produk hukum 
yang sudah 
disahkan 
lengkap untuk 
di 
dokumentasik
an serta dapat 
tersampaikan 
kepada 
instansi 
pengusul

kurangnya 
fasilitas 
penyimpan
an yang 
memadai

164

Anggaran 
yang 
memadai 
dan 
dokumen 
produk 
hukum 
yang 
sudah 
disahkan 
lengkap 
untuk di 
dokument
asikan 
serta 
dapat 
tersampai
kan 
kepada 
instansi 
pengusul

kurangnya 
fasilitas 
penyimpanan 
yang memadai

165

Anggara
n yang 
memad
ai dan 
dokume
n 
produk 
hukum 
yang 
sudah 
disahka
n 
lengkap 
untuk di 
dokume
ntasika
n serta 
dapat 
tersamp
aikan 
kepada 
instansi 
pengus
ul

kurangnya 
fasilitas 
penyimpan
an yang 
memadai

641 128,2
kurangnya fasilitas 
penyimpanan yang 
memadai

119.47 99.87 

ST ST 

4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah                       2.957.020.607                    185.808.000                   239.920.000                 508.216.715              1.826.805.747                 2.760.750.462 6,986,903,755 100 96.66

4 1 2 2.04
Efektivitas Pelaksanaan 
Kebijakan Kerjasama Daerah

74,42% 0 0 74.42 74.42 100

4 1 2 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                       2.065.077.734                    185.808.000 PAD                   150.364.000 PAD                 443.323.642 PAD              1.111.959.395                 1.891.455.037 4,921,840,822 100 96.54

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2 2.04 1
Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Kerja Sama Dalam 
Negeri

24 
Dokumen

4

1. Sarana dan 
Prasarana 
yang 
memadai 2. 
SDM yang 
cukup

1. Kegiatan 
masih 
banyak 
dalam 
proses 2. 
Adanya 
efisiensi 
anggaran 
dan 
rasionalisa
si

6

1. 
Dukungan 
dari 
pimpinan 
daerah 
terhadap 
upaya 
peningkat
an 
kolaboras
i dengan 
pemerint
ah daerah 
lain, 
perguruan 
tinggi, 
dan 
sektor 
swasta. 2. 
Adanya 
komitmen 
mitra 
kerja 
sama 
(pemerint
ah 
daerah, 
lembaga, 
BUMN/BU
MD, dan 
pihak 
swasta) 
dalam 
menindak
lanjuti 
kesepaka
tan 

1. Terbatasnya 
sumber daya 
manusia yang 
memahami 
prosedur dan 
teknis 
penyusunan 
dokumen kerja 
sama sesuai 
Permendagri 22 
Tahun 2020. 2. 
Proses tindak 
lanjut kerja 
sama lintas 
daerah yang 
masih 
memerlukan 
waktu lama 
karena 
koordinasi antar-
pihak. 3. Belum 
optimalnya 
sistem 
pelaporan dan 
pemantauan 
terhadap hasil 
implementasi 
MoU/PKS yang 
sudah berjalan. 
4. Perbedaan 
prioritas 
program antar-
daerah/instansi 
mitra, sehingga 
beberapa 
rencana kerja 
sama tertunda. 

14

1. 
Landas
an 
regulasi 
yang 
jelas 2. 
Dukung
an 
Pimpina
n 
Daerah 
dan 
Perangk
at 
Daerah 
dalam 
melaks
anakan 
kegiata
n 3. 
Koordin
asi 
antar 
PD yang 
efektif 
4. 
Pemanf
aatan 
Teknolo
gi dan 
Informa
si 
dalam 
memper
cepat 
melaks
anakan 

1. 
Kurangnya 
SDM 2. 
Proses 
Administras
i yang 
memerluka
n waktu 3. 
Keterbatasa
n waktu 
pelaksanaa
n 4. 
Keterbatasa
n anggaran

24 100

1. Kurangnya SDM 
2. Proses 
Administrasi yang 
memerlukan waktu 
3. Keterbatasan 
waktu pelaksanaan 
4. Keterbatasan 
anggaran

4 1 2 2.04 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                           703.008.973                                             -   PAD                      80.720.000 PAD                    64.893.073 PAD                  543.910.552                      689.523.625 1,644,865,973 100 97.7

4 1 2 2.04 2
Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Kerja Sama Luar 
Negeri

1 Dokumen 0

1. Sarana dan 
Prasarana 
yang 
memadai 2. 
SDM yang 
cukup

1. Efisiensi 
Anggaran 
dan 
Rasionalisa
si 2. 
Prosedur 
untuk 
proses izin 
perjalanan 
dinas luar 
negeri yang 
ketat dan 
panjang

0

1. 
Dukungan 
dan 
arahan 
pimpinan 
daerah 
dalam 
penguata
n kerja 
sama 
internasio
nal. 2. 
Tersedian
ya 
regulasi 
dan dasar 
hukum 
kerja 
sama luar 
negeri. 3. 
Sinergi 
dan 
koordinas
i antar-
OPD 
terkait 
pelaksan
aan 
kegiatan. 
4. 
Kapasitas 
SDM 
cukup 
baik 
dalam 
penyusun
an 

1. Anggaran 
kerja sama luar 
negeri masih 
terbatas. 2. 
Proses perizinan 
luar negeri 
memerlukan 
waktu 
koordinasi 
panjang. 3. SDM 
dengan 
kemampuan 
bahasa asing 
dan diplomasi 
masih terbatas. 
4. Kendala 
komunikasi dan 
perbedaan 
waktu dengan 
mitra luar 
negeri. 5. 
Dokumentasi 
kegiatan belum 
seluruhnya 
terintegrasi di e-
Dalev. 6. 
Penyesuaian 
jadwal kegiatan 
dengan mitra 
luar negeri 
menyebabkan 
keterlambatan 
pelaksanaan. 7. 
Penyerapan 
anggaran 
kegiatan 
seluruhnya 

1

1. 
Dukung
an 
Kebijak
an dan 
Regulas
i 2. 
Koordin
asi 
antar 
Perangk
at 
Daerah 
berjalan 
dengan 
baik 3. 
Dukung
an Mitra 
Kerja 
Sama 4. 
Pemanf
aatan 
Teknolo
gi 
Informa
si 
memba
ntu 
memper
cepat 
proses 
pekerja
an

1. 
Kurangnya 
SDM 2. 
Keterbatasa
n waktu 
pelaksanaa
n 3. Proses 
Administras
i dan 
Birokrasi 
yang 
panjang

1 100

1. Kurangnya SDM 
2. Keterbatasan 
waktu pelaksanaan 
3. Proses 
Administrasi dan 
Birokrasi yang 
panjang



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 2 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                           188.933.900                                             -   PAD                         8.836.000 PAD                                          -   PAD                  170.935.800                      179.771.800 420,196,960 100 94.15

4 1 2 2.04 3
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Pelaksanaan Kerja Sama

4 Laporan 1
Sarana dan 
Prasarana 
memadai

1. Kegiatan 
masih 
banyak 
dalam 
proses 2. 
Adanya 
efisiensi 
anggaran 
dan 
rasionalisa
si

1

1. 
Tersedian
ya data 
dan 
dokumen 
hasil 
pelaksan
aan kerja 
sama dari 
perangkat 
daerah 
dan mitra 
terkait 
sehingga 
memudah
kan 
proses 
evaluasi. 
2. Adanya 
dukungan 
dan 
arahan 
pimpinan 
daerah 
dalam 
upaya 
pemanta
uan dan 
evaluasi 
kesepaka
tan kerja 
sama 
yang 
telah 
berjalan. 
3. 
Koordinas

1. Belum 
seluruh 
perangkat 
daerah 
menyampaikan 
laporan 
pelaksanaan 
kerja sama 
secara lengkap 
dan tepat 
waktu. 2. 
Keterbatasan 
SDM dan waktu 
dalam 
melakukan 
verifikasi serta 
analisis hasil 
pelaksanaan 
kerja sama yang 
cukup banyak. 
3. Belum 
optimalnya 
integrasi data 
hasil kerja sama 
antara bidang 
kerja sama 
dengan OPD 
pelaksana 
kegiatan. 4. 
Minimnya tindak 
lanjut dari hasil 
evaluasi 
sebelumnya, 
terutama pada 
kerja sama yang 
bersifat non-
fisik atau lintas 

2

1. 
Keterse
diaan 
dokume
n kerja 
sama 2. 
Dukung
an 
Pimpina
n dan 
PD 
terkait 
dalam 
melaks
anakan 
kegiata
n 3. 
Koordin
asi dan 
komuni
kasi 
yang 
baik 4. 
Keterse
diaan 
data 
dan 
laporan 
pelaksa
naan

1. 
Keterbatasa
n anggaran 
2. 
Kurangnya 
SDM 3. 
Belum 
optimalnya 
pelaporan 
PD teknis 4. 
Keterbatasa
n waktu 
pelaksanaa
n evaluasi

4 100

1. Keterbatasan 
anggaran 2. 
Kurangnya SDM 3. 
Belum optimalnya 
pelaporan PD teknis 
4. Keterbatasan 
waktu pelaksanaan 
evaluasi

100 96.66 

ST ST 

104.87 96.27 

ST ST 

4 1 3
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN

4376153579 168045650 849402475 1170627062 1809401513 3997476700 9,778,033,595 100 82.48

4 1 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan 70 INDEKS 0 0 0 70 70 100

Pemenuh
an JF PBJ 
masih 
kurang 
dan 
tingkat 
kematang
an UKPBJ 
sudah 
level 3

4 1 3
Persentase Capaian Target 
Program Prioritas 
Pembangunan Daerah

95% 0 0 0 95 95 100 tercapai

4 1 3 Tingkat Inflasi < 3 % 0 0 0 3 3 100 -

4 1 3

Persentase tindaklanjut 
Kebijakan Urusan Sumber 
Daya Alam (SDA) Hasil 
Fasilitasi Tingkat Inflasi

80% 0 0 0 80 80 100 -

4 1 3 2.01
Pelaksanaan Kebijakan 
Perekonomian

                      1.217.083.205 0                   215.554.410                 628.535.358                  352.214.344                 1.196.304.112 2,521,113,338 100 70.39

4 1 3 2.01

Persentase Kegiatan Fasilitasi 
Kebijakan Urusan 
Perekonomian yang 
ditindaklanjuti

93% 0 0 0 93 93 100

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2) 

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 3 2.01 1
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring 
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 
BUMD dan BLUD

                          159.422.058 PAD 0 PAD                      29.387.000 PAD                    71.696.558 PAD                     55.413.790                      156.497.348 340,628,085 100 71.31

4 1 3 2.01 1

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan BUMD 
dan BLUD

2 Dokumen 0

terlaks
ananya 
rapat 
koordin
asi 
monito
ring 
dan 
evalua
si 
triwula
n 
BUMD, 
tercap
ainya 
revisi 
dua 
perda 
untuk 
Perum
dam 
Tirta 
Kencan
a.

Perlu 
memaksim
alkan 
terkait 
regulasi 
dalam 
pengelolaa
n BUMD

1

Sudah 
dilaksanakan 
Rapat 
Monitoring di 
Triwulan II

Tidak ada 
penghamb
at

0

Kegiatan 
masih 
terus 
dilaksana
kan

ada efisiensi 
anggaran 
sehingga ada 
beberapa 
tahapan 
pekerjaan tidak 
dapat 
dilaksanakan

1
Terlaksa
na

Tidak ada 2 100 Tidak ada

4 1 3 2.01 2
Pengendalian dan Distribusi 
Perekonomian

                          760.767.747 PAD 0 PAD                   163.326.410 PAD                 377.269.900 PAD                  215.216.654                      755.812.964 1,463,939,395 100 71.06

4 1 3 2.01 2
Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian dan Distribusi 
Perekonomian

5 Laporan 1

kinerja 
penduk
ung 
kegiata
n 
berjala
n 
dengan 
baik

kelengkapa
n data 
dukung 
laporan 
dari 
perangkat 
daerah 
dalam 
upaya 
suksesi 
kegiatan 
sub 
pengendali
an dan 
distribusi 
perekonomi
an belum 
maksimal 
pada 
triwulan 1 
tahun 2025.

1

Kegiatan 
terlaksana 
disertai 
dengan 
laporan

Tidak ada 1

Kegiatan 
sudah 
terlaksan
a

ada efisiensi 
anggaran 
sehingga ada 
beberapa 
tahapan 
pekerjaan tidak 
dapat 
dilaksanakan

2

Sudah 
terlaksa
na 
kegiata
n 
belanja

Tidak ada 
Penghamba
t

5 100
Tidak ada 
Penghambat

4 1 3 2.01 3
Perencanaan dan Pengawasan 
Ekonomi Mikro Kecil

                          220.570.900 PAD 0 PAD                         4.079.000 PAD                 141.908.900 PAD                     62.523.400                      208.511.300 430,356,800 100 66.19

4 1 3 2.01 3

Jumlah Dokumen Hasil 
Perencanaan dan 
Pengawasan Ekonomi Mikro 
Kecil

2 Dokumen 0

kinerja 
penduk
ung 
kegiata
n 
berjala
n 
dengan 
baik

kegiatan 
belum 
mengalami 
hambatan

1
Laporan 
Semester I 
sudah dibuat

Laporan 
Semester II 
dibuat di 
Triwulan IV

0

Kegiatan 
terus 
dilaksana
kan

ada efisiensi 
anggaran 
sehingga ada 
beberapa 
tahapan 
pekerjaan tidak 
dapat 
dilaksanakan

1

Laporan 
kegiata
n TPAKD 
dan 
BUMRT

Tidak ada 2 100 Tidak ada

4 1 3 2.01 4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pembentukan BLUD

                             76.322.500 PAD 0 PAD                      18.762.000 PAD                    37.660.000 PAD                     19.060.500                        75.482.500 286,189,058 100 73.93



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 3 2.01 4

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pembentukan BLUD

2 Dokumen 0

kinerja 
7 
puskes
mas 
yang 
akan 
menjad
i BLUD, 
berperi
ngkat 
baik 
dan 
memen
uhi 
syarat.

tidak 
ditemukan 
penghamba
t

1

Rapat 
koordinasi 
BLUD sudah 
dilaksanakan

Tidak ada 
penghamb
at

0

kegiatan e-
BLUD 
sedang 
dilaksana
kan

ada efisiensi 
anggaran 
sehingga ada 
beberapa 
tahapan 
pekerjaan tidak 
dapat 
dilaksanakan

1

Terlaksa
na 
usulan 
7 BLUD

tidak ada 2 100 tidak ada

100 70.39 

ST S 

4 1 3 2.02
Pelaksanaan Administrasi 
Pembangunan

                      1.366.310.564                       43.300.000                   274.066.500                 391.768.564                  477.717.496                 1.186.852.560 2,647,421,703 100 87.25

4 1 3 2.02
Persentase Realisasi Fisik 
Yang Berkualitas

95% 0 0 0 95 95 100

4 1 3 2.02 1
Fasilitasi Penyusunan Program 
Pembangunan

                          246.759.844 PAD                       16.920.000 PAD                      54.926.500 PAD                    79.422.844 PAD                     54.009.998                      205.279.342 526,346,766 100 83.19

4 1 3 2.02 1

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyusunan 
Program Pembangunan 
Daerah

4 Dokumen 1

Maksi
malnya 
koordin
asi 
pelaks
anaan 
fasilita
si

kurangnya 
SDM dalam 
pelaksanaa
n kegiatan

1

Maksimalnya 
koordinasi 
pelaksanaan 
fasilitasi

adanya 
efisiensi 
dalam 
pelaksanaa
n kegiatan

1

maksimal
nya 
koordinas
i 
pelaksan
aan 
fasilitasi

terjadi efisinsi 
sehingga kurang 
maksimal 
dalam 
pelaksanaan 
fasilitasi

1

Maksim
alnya 
koordin
asi 
pelaksa
naan 
fasilitas
i dan 
SDM

- 4 100 -

4 1 3 2.02 2
Pengendalian dan Evaluasi Program 
Pembangunan

                          605.628.250 PAD                          3.240.000 PAD                   128.520.000 PAD                 163.940.250 PAD                  238.742.498                      534.442.748 1,172,910,088 100 88.68

4 1 3 2.02 2
Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian dan Evaluasi 
Program Pembangunan

4 Laporan 1

Fasilita
s 
terpen
uhi

Kurang nya 
pegawai 
dalam 
melakukan 
pengendali
an 
pekerjaan

1

SDA 
Berkualitas 
dan 
saranapenduk
ung yang 
memadai

Terjadinya 
efisiensi 
sehingga 
tidak bisa 
memaksim
alkan 
progres 
pekerjaan

1

SDA 
Berkualita
s dan 
saranape
ndukung 
yang 
memadai

Terjadinya 
efisiensi 
sehingga tidak 
bisa 
memaksimalka
n progres 
pekerjaan

1

SDM 
dan 
Sarpras 
memad
ai

- 4 100 -

4 1 3 2.02 3
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Pembangunan

                          513.922.470 PAD                       23.140.000 PAD                      90.620.000 PAD                 148.405.470 PAD                  184.965.000                      447.130.470 948,164,849 100 87.52

4 1 3 2.02 3

Jumlah Laporan Hasil 
Pengelolaan Evaluasi dan 
Pelaporan Pelaksanaan 
Pembangunan

12 Laporan 3

Fasilita
s 
terpen
uhi

Masih 
belum 
maksimaln
ya 
penginputa
n realisasi 
OPD pada 
aplikasi e-
TEPIan

3

SDA 
Berkualitas 
dan 
saranapenduk
ung yang 
memadai

Terjadinya 
efisiensi 
sehingga 
tidak bisa 
memaksim
alkan 
progres 
pekerjaan

3

SDA 
Berkualita
s dan 
saranape
ndukung 
yang 
memadai

Terjadinya 
efisiensi 
sehingga tidak 
bisa 
memaksimalka
n progres 
pekerjaan

3

Sarpras 
dan 
sdm 
memad
ai

- 12 100 -

100 87.25 

ST T 

4 1 3 2.03
Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa

                      1.548.714.940                    124.745.650                   319.406.690                 105.539.060                  848.984.633                 1.398.676.033 3,878,898,305 100 92.22

4 1 3 2.03
Tingkat Kematangan Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa 
(UKPBJ)

91% 0 0 0 91 91 100

4 1 3 2.03 1
Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa

                          766.281.000 PAD                       97.095.650 PAD                      44.773.760 PAD                    17.100.000 PAD                  529.404.603                      688.374.013 2,259,148,902 100 89.28

4 1 3 2.03 1
Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa

2 Dokumen 1

Tersedi
anya 
Sarana 
dan 
Prasar
ana 

Jaringan 
Internet 
yang sering 
sibuk 
bahkan 
hilang

0

Tersedianya 
sarana dan 
prasaran 
penunjang 
kegiatan

. 0 - - 1 - - 2 100 -

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 3 2.03 2
Pengelolaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik

                          341.967.000 PAD                          2.885.000 PAD                   211.018.000 PAD                                          -   PAD                  103.326.620                      317.229.620 847,219,673 100 96.55

4 1 3 2.03 2
Jumlah Dokumen Hasil 
Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik

2 Dokumen 1

Tersedi
anya 
Sarana 
dan 
Prasar
ana 
yang 
memad
ai

Jaringan 
Internet 
yang tidak 
stabil 
bahkan 
kadang 
hilang

0

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
yang 
memadai

- 0 - - 1 - - 2 100 -

4 1 3 2.03 3
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa

                          440.466.940 PAD                       24.765.000 PAD                      63.614.930 PAD                    88.439.060 PAD                  216.253.410                      393.072.400 772,529,730 100 93.97

4 1 3 2.03 3
Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa

10 Orang 5

Tersedi
anya 
sarana 
dan 
prasar
ana 
yang 
memad
ai

Jaringan 
Internet 
yang tidak 
stabil 
bahkan 
kadang 
hilang

0

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
yang 
memadai

- 0 - - 5 - - 10 100 -

100 92.22 

ST ST 

4 1 3 2.04
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 
Alam

                          244.044.870                                             -                        40.374.875                    44.784.080                  130.485.040                      215.643.995 730,600,249 100 54.35

4 1 3 2.04
Persentase Pelaksanaan 
Kebijakan Urusan Sumber 
Daya Alam (SDA)

80% 0 0 0 80 80 100

4 1 3 2.04 1
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan, dan Perikanan

                             50.961.500 PAD                                             -   PAD                      26.406.000 PAD                       6.811.000 PAD                     17.744.500                        50.961.500 188,378,682 100 100

4 1 3 2.04 1

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan Urusan 
Pertanian, Pangan, 
Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, 
Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja

4 Dokumen 1

- 
Adanya 
Sarana 
dan 
Prasar
ana - 
Adanya 
Anggar
an - 
Adanya 
Sumbe
r Daya 
Manusi
a

- 1

adanya 
sarana dan 
prasarana 
adanya 
anggaran 
adanya 
sumber daya 
manusia

- 1

- Adanya 
Sarana 
dan 
Prasaran
a - 
Adanya 
Sumber 
Daya 
Manusia - 
Adanya 
Anggaran

- Terbatasnya 
Jumlah Personel

1

- Ada 
Sarana 
dan 
Prasara
n - Ada 
Anggara
n

- 4 100 -

4 1 3 2.04 2
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup

                             32.065.875 PAD                                             -   PAD                         5.265.000 PAD                    14.743.000 PAD                     12.057.000                        32.065.000 343,299,032 100 100

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4 1 3 2.04 2

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan Urusan 
Pertambangan dan Sumber 
Daya Mineral, Lingkungan 
Hidup, Kominfo, Perhubungan, 
Statistik, Persandian

4 Dokumen 1

- 
Adanya 
Sarana 
Prasar
ana - 
Adanya 
Sumbe
r Daya 
Manua
sia - 
Adanya 
Anggar
an

- 1

ada sarana 
dan prasaran 
ada anggaran 
ada sumber 
daya manusia

- 1

- Adanya 
Sarana 
dan 
Prasaran - 
Adanya 
Sumber 
Daya 
Manusia - 
Adanya 
Anggaran

- Terbatasnya 
Jumlah Personel

1

- Ada 
Sarana 
dan 
Prasara
na - Ada 
Pagu 
Anggara
n - 
Sumber 
Daya 
Manusi
a

- 4 100 -

4 1 3 2.04 3
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Energi dan Air

                          161.017.495 PAD                                             -   PAD                         8.703.875 PAD                    23.230.080 PAD                  100.683.540                      132.617.495 198,922,535 100 30.81

4 1 3 2.04 3

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan Urusan 
Energi dan Air, Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, 
Pertanahan

4 Dokumen 1

- 
Adanya 
Sarana 
dan 
Prasar
ana - 
Adanya 
Sumbe
r Daya 
Manusi
a - 
Adanya 
Anggar
an

- 1

adanya 
sarana dan 
prasaran 
adanya 
anggaran 
adanya 
sumber daya 
manusia

- 1

- Adanya 
Saran dan 
Prasaran - 
Adanya 
Sumber 
Daya 
Manusia - 
Adanya 
Sumber 
Dana 
Kegiatan

- Terbatasnya 
jumlah Personel

1

- Ada 
Anggara
n - Ada 
Sarana 
dan 
Prasara
n - Ada 
Sumber 
Daya 
Manusi
a

- 4 100 -

100 54.35 

ST R 

100 82.48 

ST T 

0
14,725,
503,31
7

0
35,253,635,00
5

0
25,478,10
3,264

0
46,757,
663,401

122,2
14,90
4,987

99.33 86.44 

ST T 

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3) 

Predikat Kinerja



Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Rp K Rp
Faktor 

Penghamb
at

Faktor 
Pendoron

g

Faktor 
Penghambat

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at
KK Rp

Faktor 
Pendor

ong

Faktor 
Penghamb

at

Faktor 
Pendorong

2025 (%)

(Akhir Tahun Pelaksanaan 
RKPD tahun 2025)

Anggaran

Dievaluasi (2025) RKPD Tahun

Triwulan Realisasi Realisasi Tingkat

Alasan 
tercapai 

dan tidak 
tercapain

ya 
program 

(2025)

Faktor pendorong 
penghambatnya

Kinerja Anggaran RPJMD Kinerja dan

4 Capaian Kinerja dan Capaian

dan Anggaran Kota s/d Tahun 2025 Realisasi

RKPD Kota yang

K Rp

Kode Urusan/

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Target Kinerja Triwulan Triwulan Triwulan

Bidang Urusan/ dan Anggaran 1 2 3

Program/ RKPD Kota Tahun

Sub Kegiatan) dievaluasi (2025)

Kegiatan/ berjalan yg

4.01
.0.0
0.0.
00.0
1.00
00

Se
kre
tari
at 
Da
era
h 
Kot
a 
Sa
ma
rin
da

141,389,763,276
14,725,50
3,317

35,253,63
5,005

25,478,1
03,264

46,757,663
,401

99.33 86.44
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